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BUPATI KUTAI RTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG

Menimbang

Mengingat

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 4B
ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 30 ayat (5a),
Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan
dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
danatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.
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Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam
rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.

Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang
dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat
Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa selanjutnya disebut Panitia
Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan
proses Pemilihan Kepala Desa.

Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas
pelaksana kewilayahan dan pelaksana tekhnis serta sekretariat desa.

Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh BPD terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk proses pemilihan Kepala Desa.

Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh
pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Penjaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.

Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang
berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal
Calon Kepala Desa.

Calon Kepala Desa adalah orang yang mencalonkan diri dan telah memenubhi
syarat sebagai Kepala Desa dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan bagi para
Bakal Calon Kepala Desa baik dari segi administrasi, pengetahuan umum dan
pemerintahan, serta kemampuan kepemimpinan .

Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban
Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Hak Pilih adalah hak yang dimiliki oleh seorang pemilih untuk menentukan
pilihannya dalam pemilihan Kepala Desa.

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum
terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta
ditambah dengan pemilih baru.
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29.

30.

31.

Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTtb adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan wusulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas
pemilih dan jumilah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa
untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS
adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

o

I I

(1)

(2)

(3)

interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang;
tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;

tata cara seleksi tambahan Pemilihan Kepala Desa;

tata cara pemberian sanksi administratif;

pemilihan Kepala Desa ulang;

tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah; dan

rincian pembiayaan dalam Pemilihan Kepala Desa.

BAB III
INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA BERGELOMBANG

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah
Daerah atau dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali
dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu yang sama diseluruh Desa.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di
wilayah Daerah;

b. keterjangkauan dan letak geografis;
c. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau

ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang
memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
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Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Penetapan jadwal Pelaksanaan dan nama Desa yang akan melaksanakan
Pemilihan Kepala Desa di waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan
Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berdasarkan:

a. berakhirnya masa jabatan;

b. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri;dan/atau
d. diberhentikan.

Keterjangkauan dan letak geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf b berdasarkan:

a. jarak antara Desa dengan ibu kota Kecamatan;
b. jarak antara Desa dengan ibu kota kabupaten;
c. infrastruktur menuju Desa;dan

d. zonasi wilayah.

Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf ¢, berdasarkan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang
memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d berdasarkan pertimbangan dari perangkat
Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa pada masa
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk
Penjabat Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
TUGAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan proses Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia
Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
mandiri dan tidak memihak.
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Paragraf 1
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa,
unsur Kecamatan dan unsur lain.

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan;

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

Kepala Bagian Hukum; dan

® o0 A0 oD

Kepala Bagian Pemerintahan.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua
tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
terhadap Panitia Pemilihan;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta
perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan
lainnya kepada Panitia Pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat
Daerah;

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan
melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia
Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.

Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c,
huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Panitia
Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Kabupaten berakhir setelah Bupati mengesahkan dan
pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)
(S)

(6)

Paragraf 2
Panitia Pemilihan

Pasal 10

Panitia Pemilihan dibentuk melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan
Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan
akhir masa jabatan Kepala Desa.

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Berita Acara yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota
BPD.

Pasal 11

Panitia Pemilihan berasal dari unsur:

a. Perangkat Desa;

b. Lembaga kemasyarakatan; dan

c. Tokoh Masyarakat Desa.

Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas:
a. Ketua merangkap anggota;

b. Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Bendahara merangkap anggota.

Anggota Panitia Pemilihan paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 9
(sembilan) orang dan berjumlah Gasal.

Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
BPD.

Surat Keputusan BPD mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan
kepada Bupati melalui Camat.

Persyaratan Panitia Pemilihan sebagai berikut:

a. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat secara sah yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk setempat;

sudah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
berpendidikan paling rendah SMP atau sederajat;

d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5
(lima) tahun;

€. mampu secara rohani dan jasmani;dan

f. tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

0

Pasal 12

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

a.

b.

merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan:

merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui
Camat;
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(1)

(2)

melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
menetapkan Calon Kepala Desa;

menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;

mengawasi proses pelaksanaan Kampanye;

memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
melaksanakan pemungutan suara,

menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil
pemilihan;

menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 13

Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 berkewajiban:

a. memperiakukan Bakal Calon Kepala Desa secara adil, bersikap tidak
memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;

b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilihan;

c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan
pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada
masyarakat;

d. menyimpan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
e. melakukan penghitungan suara di satu tempat yaitu di kantor Desa atau
di tempat lain yang disepakati;

f. melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu, kecuali
terjadi suatu hal yang membuat Pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda;
dan

g. mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran yang
digunakan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya
kepada BPD dan Bupati.

Dalam hal Panitia Pemilihan tidak berlaku adil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, BPD berwenang memberikan sanksi peringatan sampai
dengan pemberhentian sebagai Panitia Pemilihan.

Pasal 14

Panitia Pemilihan dilarang:

a.

b.

terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu calon
kepala desa;

melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap calon kepala desa;
mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala desa;dan

menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun dari
calon kepala desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk
memenangkan salah satu calon.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

Pasal 15

Panitia Pemilihan berhenti karena:
a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, dikarenakan:

a. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap;

b. melanggar larangan sebagai panitia Pemilihan Kepala Desa;atau
c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa.

Dalam hal Panitia Pemilihan berhenti atau diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), keanggotannya digantikan oleh perangkat Desa,
lembaga kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa lainnya berdasarkan
Keputusan BPD.

Pasal 16

Panitia Pemilihan setelah ditetapkan dalam Musyawarah Desa, sebelum
melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah dan janji yang
dipandu oleh Ketua BPD, dengan kata pendahuluan pengambilan sumpah.

Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud ayat (1) diucapkan oleh
Panitia Pemilihan dalam acara pengambilan sumpah sebagai berikut:

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi tugas
dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya
dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa .... (nama Desa)
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada
tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala
Desa.... (nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan
kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Paragraf 3
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat
membentuk KPPS, apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu).

Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Panitia Pemilihan dengan melalui penjaringan anggota KPPS.

Penjaringan yang dilakukan meliputi seleksi persyaratan administrasi dan
seleksi tertulis pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan suara.
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Apabila penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
dilaksanakan, maka dapat dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.

Penjaringan KPPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan 15 (lima belas) hari
sebelum pemungutan suara.

Masa kerja KPPS selama 15 (lima belas) hari sebelum pemungutan suara dan
15 (lima belas) hari sesudah pemungutan suara.

Anggota KPPS terdiri dari unsur masyarakat Desa dengan melibatkan
keterwakilan perempuan yang memiliki netralitas, kemampuan dan intregritas
dalam melaksanakan tugas.

KPPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan bertanggungjawab
kepada Panitia Pemilihan.

KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berjumlah 9 (sembilan) orang,
yang terdiri atas:

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota,
b. 6 (enam) orang anggota; dan
c. 2 (dua) orang anggota merangkap petugas keamanan.

Pasal 18

Persyaratan anggota KPPS sebagai berikut:

a.

g

terdaftar sebagai penduduk Desa setempat secara sah yang dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk setempat;

sudah mencapai usia 25 {(dua puluh lima) tahun;
berpendidikan paling rendah SMP atau sederajat

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima)
tahun;

mampu secara rohani dan jasmani;dan
tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Pasal 19

Tugas, wewenang dan tanggung jawab KPPS sebagai berikut:

a.

o a0 o

e

(1)

mengumumkan DPT di TPS;

menyerahkan DPT kepada saksi Calon Kepala Desa yang hadir;
melaksanakan pemungutan suara di TPS;

mengamankan kotak suara setelah pemungutan suara;

membawa kotak suara yang berisi surat suara ke TPS yang telah ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan untuk dilakukan penghitungan suara;dan

dalam melaksanakan tugas dan wewenang, KPPS berkewajiban menerapkan
prinsip netralitas tanpa memihak atau melakukan kecurangan yang
menguntungkan salah satu Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa.

Pasal 20
Ketua KPPS setelah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan, sebelum

melaksanakan tugas, KPPS mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh
Ketua Panitia Pemilihan, dengan kata pendahuluan pengambilan sumpah.



(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud ayat (1) diucapkan oleh KPPS
dalam acara pengambilan sumpah sebagai berikut:

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi tugas
dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pengawas/KPPS dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa .... (nama Desa)
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada
tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala
Desa.... (nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan
kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan

Paragraf 1
Pemilih

Pasal 21

Penduduk Desa setempat yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala
Desa, Pemilih harus terdaftar sebagai Pemilih.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan E-KTP
dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil; .

b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara Calon
Kepala Desa;

c. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
d. tidak terganggu jiwa/ingatannya; dan

e. tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2
Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 22

Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran daftar pemilih untuk menyusun
DPS berdasarkan data kependudukan yang telah disiapkan dan diserahkan
oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan data terakhir pada:

a. pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden; dan/atau

b. pemilihan Kepala Daerah terakhir.

Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:



(3)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)
(3)

(4)

a. Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1);

b. Pemilih yang telah memenuhi syarat usia pemilih, ya.itd pada hari dan
tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17
(tujuh belas) tahun;

c. Pemilih yang belum berumur 17 (tujuh Dbelas) tahun, tetapi
sudah/pernah kawin;

d. Pemilih yang pindah domisili; dan
e. Pemilih yang meninggal dunia.

Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran daftar pemilih harus melibatkan
Rukun Tetangga setempat.

Pasal 23

DPS yang telah disusun oleh Panitia Pemilihan diumumkan secara terbuka
kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan atau tanggapan.

Masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap DPS disampaikan paling
lama 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.

Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan kepada
Panitia Pemilihan mengenai:

a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;

b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

c. Pemilih terdaftar ganda;

d. Pemilih yang belum berumur 17 tahun tetapi telah/pernah kawin belum
terdaftar;

e. Pemilih yang terdaftar sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih; dan

f. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Berdasarkan pengajuan usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Perbaikan DPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari
setelah diumumkan.

Pasal 24

Apabila setelah ditetapkannya DPS masih terdapat warga Desa setempat yang
mempunyai hak pilih dan belum terdaftar maka yang bersangkutan dapat
mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada Panitia Pemilihan untuk kemudian
dicatat dalam DPtb.

Pencatatan data Pemilih dalam DPtb dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

DPtb diumumkan oleh Panitia Pemilihan secara terbuka kepada masyarakat
untuk mendapatkan masukan atau tanggapan selama 3 (tiga) hari.

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih baru dapat
mengajukan usul atas perbaikan nama dan /atau identitas lainnya.

Apabila tidak ada masukan atau tanggapan dari masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) maka Panitia Pemilihan menetapkan DPtb.



(1)

(2)
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Pasal 25

Panitia Pemilihan mengadakan rapat Pleno Panitia Pemilihan untuk penetapan
DPS dan DPtb menjadi DPT yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan BPD.

Hasil rapat pleno Panitia Pemilihan penetapan DPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang paraf perlembar dan
ditandatangani Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa.

Pengesahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
rapat Pleno Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya
pengumuman DPtb.

Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis dan menyerahkan rekapitulasi
DPT kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.

Hasil rapat Pleno Panitia Pemilihan penetapan DPT diumumkan secara terbuka
kepada masyarakat.
Pasal 26

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan sebagai bahan
penyusunan kebutuhan surat suara, alat perlengkapan pemilihan dan
keperluan pemungutan suara di TPS.

Jumlah Pemilih di setiap TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 27

Format DPS, DPT, DPTtb dan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 28

Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam penjaringan
meliputi sebagai berikut:

a.

o

(1)

mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, yaitu
mengumumbkan:

1) syarat pendaftaran menjadi Bakal Calon Kepala Desa;
2) hari, tanggal, jam dan tempat pendaftaran;
3) batas waktu pendaftaran; dan
4) diumumkan pada tempat-tempat strategis atau tempat umum.
menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
melaksanakan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa; dan
menuangkan hasil Penjaringan dalam Berita Acara Penjaringan Bakal Calon
Kepala Desa.
Pasal 29

Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9
(sembilan) hari.
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Paragraf 10
Tata Cara Pelaksanaan Kampanye

Pasal 42

Untuk mengenal visi, misi serta program pembangunan Desa yang akan
dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan memberikan waktu
untuk melakukan Kampanye.

Calon Kepala Desa harus menyerahkan program visi, misi secara tertulis
kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan
Kampanye.

Isi program pembangunan Calon Kepala Desa mencakup program
pembangunan jangka menengah 6 (enam) tahun dan program pembangunan
jangka pendek 1 (satu) tahun.

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip
jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

Sebelum dilaksanakan Kampanye, masing-masing Calon Kepala Desa
melaksanakan ikrar bersama untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan
keamanan selama kegiatan pemilihan.

Ikrar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan dengan
dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat
dengan disertai Berita Acara Ikrar yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau
Penjabat Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan, Ketua BPD dan masing-masing
Calon Kepala Desa.

Kampanye Calon Kepala Desa dilakukan sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat Desa setempat.

Pasal 43
Dalam melakukan Kampanye, Calon Kepala Desa dapat dibantu oleh tim
Kampanye.
Daftar tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
diserahkan oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 44

Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:
pertemuan terbatas;

tatap muka dan dialog;

penyebaran bahan Kampanye kepada umum,;

po P

pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang
ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan

e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b Calon Kepala Desa harus menyampaikan Visi dan Misi bila terpilih
sebagai Kepala Desa yang bersesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.
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Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan secara terbuka dengan menempatkan
pengumuman pendaftaran pada tempat yang mudah terbaca dan terjangkau
masyarakat.

Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat
1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat memperpanjang
waktu penjaringan selama 7 (tujuh) hari.

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat
1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada
BPD dengan dilampiri Berita Acara.

Atas dasar laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk menunda pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 30

Bakal Calon Kepala Desa pada saat mendaftar wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. membuat surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan
kepada Panitia Pemilihan yang ditandatangani diatas materai 6000;

b. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan asli diatas kertas
bermaterai;

c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau
sederajat, yang dibuktikan dengan melampirkan ijazah Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama sampai dengan ijazah pendidikan terakhir
yang asli beserta fotocopynya yang telah dilegalisir dari sekolah yang
bersangkutan atau dari instansi yang berwenang, untuk calon Kepala
Desa yang memiliki pendidikan sederajat, maka ijazah pendidikan yang
setara atau paket yang dimiliki tidak boleh lebih dari 1 (satu);

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
yang dibuktikan dengan melampirkan akte kelahiran atau akte kenal lahir
yang asli beserta fotocopynya yang telah di legalisir oleh pejabat yang
berwenang;

e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan
melampirkan asli Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
atau lebih, yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan
dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan yang bersangkutan kemudian
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan
melampirkan asli surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;

h. surat keterangan berbadan sehat dan berkemampuan secara rohani dan
jasmani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan melampirkan
asli surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat;



i.  surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
j- lalfhtg kelahiran atau salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal
ir;
k. daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan; dan
1.  pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus membuat:
a. pernyataan sebagai Warga Negara Republik Indonesia;
b. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. pernyataan akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

e. pernyataan tidak sedang menjadi pengurus atau anggota Partai
Politik;dan

f. pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
baik di Desa yang bersangkutan maupun di desa lainnya dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Format Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Bakal Calon Kepala Desa Dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD,
Pegawai Negeri Sipil/ASN dan TNI/Polri

Pasal 31

Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan akan mencalonkan diri kembali selain

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)

juga melampirkan:

a. laporan akhir masa jabatan periode yang sebelumnya yang dibuktikan dengan
melampirkan asli Laporan Akhir Masa Jabatan sebelumnya;

b. surat permohonan cuti Kepada Bupati; dan
c. surat cuti dari Bupati.

Pasal 32

Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
juga melampirkan:

a. surat cuti dari Kepala Desa (dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti
dalam jangka waktu 3 hari setelah permintaan cuti dari Perangkat Desa
disampaikan kepada Kepala Desa, maka dianggap yang bersangkutan sudah
mendapat izin dari Kepala Desa); dan

b. surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila
terpilih sebagai Kepala Desa.



Pasal 33

Bagi BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenubhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) wajib
melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD.

Pasal 34

Bagi Pegawai Negeri Sipil/ASN yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa
selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan
ayat (2) wajib melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di
Daerah.

Pasal 35

Bagi anggota TNI/Polri yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
juga melampirkan surat mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai TNI/Polri
sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Paragraf 5
Penelitian dan Penyaringan

Pasal 36

(1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan penetapan serta
pengumuman nama Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 20 (dua puluh)
hari sejak pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditutup.

(2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon
Kepala Desa meliputi memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan
administrasi dari masing-masing Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 7
(tujuh) hari sejak pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditutup.

(3) Panitia Pemilihan mengumumkan Berita Acara Hasil Penelitian Berkas
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kepada
masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan paling lambat 7
(tujuh) hari setelah penelitian dilakukan.

(4) Pengumuman disampaikan secara terbuka pada acara Desa serta secara
tertulis ditempel di Sekretariat Panitia Pemilihan/ Balai Desa dan/atau
ditempat yang mudah terbaca oleh masyarakat.

(5) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan ada
yang tidak memenuhi syarat, maka Bakal Calon Kepala Desa diberi
kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan hasil penelitian
persyaratan oleh Panitia Pemilihan diterima.

(6) Informasi dan masukan tertulis dari masyarakat mengenai Bakal Calon Kepala
Desa dapat diterima oleh Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
pengumuman serta wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh Panitia Pemilihan.

(7) Masukan masyarakat yang dapat ditindak lanjuti merupakan yang memiliki
bukti dan fakta serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, apabila
dari masukan masyarakat tersebut ada Bakal Calon Kepala Desa yang terbukti
tidak memenuhi persyaratan maka Bakal Calon Kepala Desa tersebut
dinyatakan gugur.

(8) Format Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala
Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 6
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 37

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, berjumlah
paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan
langsung membuat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tersebut menjadi
Calon Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi/persetujuan tertulis dari
Camat.

Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi/persetujuan secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja
dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka
Panitia Pemilihan meminta rekomendasi/persetujuan tertulis dari Panitia
Pemilihan Kabupaten.

Panitia Pemilihan Kabupaten memberikan rekomendasi/persetujuan tertulis
kepada Panitia Pemilihan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
usulan rekomendasi/persetujuan diterima.

Penetapan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam bentuk Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia
Pemilihan.

Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan secara
terbuka kepada masyarakat di tempat umum paling lambat 1 (satu) hari sejak
ditetapkan.

Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Penjabat Kepala Desa

Pasal 38

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang
dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
berikutnya.

Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa
jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sampai di lantiknya
Kepala Desa terpilih.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh
Camat kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

Paragraf 8
Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa

Pasal 39
Penentuan nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa, dilaksanakan

dalam suatu rapat pleno Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para Calon
Kepala Desa, Camat atau pejabat yang ditunjuk, BPD dan masyarakat.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Penentuan nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengundian nomor urut dan
tanda gambar Calon Kepala Desa.

Nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan
disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara
Penetapan Calon Kepala Desa.

Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau
berhalangan tetap sejak penetapan Calon Kepala Desa sampai dengan hari
pemungutan suara dan jumlah Calon Kepala Desa yang ada lebih dari 2 (dua)
orang, maka tahapan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dan Calon
Kepala Desa yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap tersebut
dinyatakan gugur.

Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau
berhalangan tetap sejak penetapan Calon Kepala Desa sampai pada saat
dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah Calon Kepala Desa kurang dari 2
(dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran Calon Kepala
Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan bagi Calon Kepala Desa yang
mengundurkan diri tersebut dikenakan sanksi yang diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

Apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran kembali Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa di tunda sampai Pemilihan Kepala Desa serentak
berikutnya dan jabatan Kepala Desa diisi oleh Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 9
Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 41

Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan dan akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa, secara terbuka di
tempat umum dan papan pengumuman, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
tanggal ditetapkan.

Pengumuman nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat final dan mengikat.

Panitia Pemilihan melaporkan pengumuman nama Calon Kepala Desa yang
telah ditetapkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak tanggal ditetapkan.

Pengumuman dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3) harus disertai dengan data lengkap, nomor urut dan foto Calon
Kepala Desa.



(3)

(4)
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Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tujuan yang ingin
diwujudkan Kepala Desa dalam jangka waktu masa jabatannya sebagai
Kepala Desa dan kemudian dituangkan dalam Misi yang berbentuk program-
program kegiatan.

Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dengan mempertimbangkan etika,
estetika, kebersihan, dan keindahan Desa setempat dan alat peraga Kampanye
tersebut harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan suara.

Pasal 45

Dalam Kampanye dilarang:

a.

mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa
yang lain;

melakukan Kampanye yang dapat menghasut, memfitnah dan mengadu-
domba perseorangan atau masyarakat;

mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;

mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;

merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala
Desa yang lain;

menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat
pendidikan;

membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala

Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang
bersangkutan;

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
Kampanye;

melakukan pawai/konvoi baik berjalan kaki maupun dengan kendaraan
di jalan raya; dan

melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan.

Dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

a.

b
C.
d

Kepala Desa;

Perangkat Desa;

Anggota BPD; dan

Aparat Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS).
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Pasal 46

Tim Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila Tim Kampanye melanggar larangan walaupun
belum terjadi gangguan; dan/atau

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di
suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan
yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Sanksi dan penghentian Kampanye dilakukan oleh Panitia Pemilihan
berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan setelah
berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten melalui
Camat.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil
rapat Pleno Pemilihan Kepala Desa yang dibuat dalam Berita Acara Rapat yang
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 47

Pengaduan atas pelanggaran Kampanye Calon Kepala Desa disampaikan
secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai bukti-bukti pelanggaran dan
identitas lengkap pengadu.

Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten segera
menindaklanjuti pengaduan dan memberikan tanggapan secara tertulis.

Paragraf 11
Masa Tenang

Pasal 48

Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan
suara dilaksanakan.

Dalam masa tenang seluruh Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan
mengumpulkan masyarakat dan pendukungnya.

Paragraf 12
Penyediaan Peralatan, Perlengkapan dan TPS

Pasal 49

Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam merencanakan dan
menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan pemungutan suara.

Dalam hal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara
difasilitasi dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang teknis
pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten.

Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab dalam
pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}.

Dalam hal Panitia Pemilihan merencanakan, pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan pemungutan suara harus mengikuti standar yang ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 50

Panitia Pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan
suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari Panitia
Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan
suara.

Panitia Pemilihan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam
pemungutan suara, meliputi:

alat pencoblos dan bantalan;

a. TPS;

b. meja dan kursi;

C. papan pengumuman;
d. surat suara;

e. kotak suara;

f. bilik suara;

g.

h.

papan untuk menghitung jumlah suara;

[orey
.

tinta; dan '

j.  kelengkapan administrasi.

Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat:

a. nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten;

b. nomor urut, gambar diri/foto, nama para Calon Kepala Desa; dan
c. tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan.

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j
meliputi:

a. DPT untuk melihat pemilih yang hadir;

b. Berita Acara Pemilihan;

c. surat suara yang sudah disusun tiap bundel 25 (dua puluh lima) atau
jumlah sesuai kesepakatan; dan

d. pengumuman tentang mekanisme/alur pelaksanaan pemungutan suara
yang ditempelkan pada tempat strategis;

Panitia Pemilihan harus sudah menyiapkan surat suara 3 (tiga) hari sebelum
pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 51

TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh Pemilih, termasuk
oleh disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
setelah disepakati bersama Calon Kepala Desa.

Jumlah surat suara di masing-masing TPS sama dengan jumlah Pemilih yang
tercantum dalam DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) sebagai surat
suara cadangan.

Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibuatkan dalam Berita Acara dan ditandatangi oleh setiap Calon Kepala Desa
atau saksi dari Calon Kepala Desa.
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Format Berita Acara Penggunaan Surat Suara Cadangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Pemungutan suara dapat dilakukan di 1 (satu) TPS atau lebih.

Penambahan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan berdasarkan persetujuan Calon Kepala Desa.

Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka Ilokasi penghitungan hasil
pemungutan suara dilaksanakan di salah satu TPS yang disepakati.

Paragraf 13
Surat Undangan

Pasal 53

Berdasarkan rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, Panitia Pemilihan membuat
surat undangan kepada Pemilih tetap.

Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau
sesuai dengan hasil musyawarah Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan dibantu
KPPS menyampaikan surat undangan kepada Pemilih.

Sebelum surat undangan disampaikan kepada Pemilih, Panitia Pemilihan
melaksanakan:

a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan,
selanjutnya dibuatkan berita acara; dan

b. penandatanganan surat undangan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan
dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.

Penyampaian surat undangan kepada Pemilih dilakukan dengan cara:

a. didampingi oleh salah satu pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Perangkat
Desa; dan

b. meminta tanda terima bahwa surat undangan telah diterima oleh Pemilih
dan/atau keluarga Pemilih.

Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat
undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Pemilih membawa surat undangan ke TPS dan menyerahkan kepada Panitia
Pemilihan untuk ditukarkan dengan surat suara.

Paragraf 14
Saksi

Pasal 54

Setiap Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada saat pelaksanaan
pemungutan suara dan penghitungan suara.

Saksi berasal dari unsur Pemilih yang dilengkapi dengan surat kuasa dari
Calon Kepala Desa.

Surat kuasa penugasan saksi disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling
lambat sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua)
orang untuk setiap Calon Kepala Desa.
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Saksi bertugas membantu dan mewakili Calon Kepala Desa dalam
pemeriksaan surat suara, pemungutan suara, dan penghitungan suara pada
Pemilihan Kepala Desa.

Saksi ikut menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara.

Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama
dan foto Calon Kepala Desa.

Paragraf 15
Pemungutan Suara

Pasal 55

Ketua Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal dan waktu
pemungutan suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat strategis dan dapat dilakukan
menggunakan media sosial maupun media lokal.

Pasal 56

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, pembagian kerja KPPS dibagi sebagai
berikut:

a.

(1)
(2)

Ketua KPPS dengan didampingi 2 (dua) orang anggota KPPS bertugas
memimpin pelaksanaan pemungutan suara di TPS dengan tugas memberikan
dan menyampaikan atau mengganti surat suara apabila ada yang rusak
kepada Pemilih;

1 (satu) orang anggota KPPS atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat
kehadiran Pemilih yang hadir di TPS;

1 (satu) orang anggota KPPS atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengatur
Pemilih yang akan memberikan suara pada saat pencoblosan;

1 (satu) orang anggota KPPS atau lebih sesuai kebutuhan bertugas menjaga
kotak dan bilik suara serta mengarahkan Pemilih keluar dari TPS; dan

anggota KPPS lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum
dilaksanakan oleh anggota KPPS yang lain atas petunjuk Ketua KPPS.

Pasal 57

Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 sampai dengan
pukul 13.00 waktu setempat.

Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, KPPS atau Panitia Pemilihan
melakukan rapat pemungutan suara dengan kegiatan sebagai berikut:

a. membuka rapat pemungutan suara, apabila rapat pemungutan suara
yang sudah dibuka Pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan
suara ditunda sampai dengan ada Pemilih yang hadir;

b. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara serta
meletakkan di atas meja secara tertib dan teratur selanjutnya
mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan
kelengkapan administrasi;

c. memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara
benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci
kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
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d. memperlihatkan kepada Pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi
surat suara masih dalam keadan disegel;

e. mengumumkan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT;

f. mengumumkan surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara yang
ditentukan yaitu 2,5% (dua koma lima persen} dari jumlah Pemilih yang
tercantum dalam salinan DPT; dan

g. memberikan penjelasan kepada Pemilih.

Memberikan penjelasan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf g mengenai:

a. tujuan pemberian suara;

b. pemeriksaan surat suara oleh Pemilih di bilik suara;
c. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
d

pemberian kesempatan penggantian surat suara bagi Pemilih yang
menerima surat suara rusak dan surat suara yang keliru dicoblos
sebanyak 1 (satu) kali, pemeriksaannya di hadapan Ketua KPPS atau
Ketua Panitia Pemilihan;

e. sah dan tidak sah suara pada surat suara;

f. pemberian tanda khusus/ tinta pada jari tangan Pemilih setelah
pemberian suara; dan

g. pemberian suara serta alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah.
Pejelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan sebanyak 1
(satu) kali.

Pemeriksaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat
dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, KPPS atau Panitia Pemilihan yang
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pemungutan Suara.

Pasal 58

Setelah dilakukan rapat pemungutan suara, Ketua KPPS atau Panitia
Pemilihan menyiapkan surat suara.

KPPS atau Panitia Pemilihan memanggil pemilih sesuai nomor urut kehadiran
untuk diberi surat suara yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.

Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik suara untuk
memberikan suara.

Sebelum memberikan suaranya Pemilih diminta untuk terlebih dahulu
membuka dan memeriksa surat suara yang diterimanya.

Apabila Pemilih menerima surat suara yang rusak atau sudah ada tanda
coblosan pada salah satu nomor/gambar/nama Calon maka Pemilih dapat
meminta surat suara pengganti kepada KPPS atau Panitia Pemilihan;

Dalam memberikan suara Pemilih mencoblos salah satu gambar diri/foto
Calon Kepala Desa pada kotak segi 4 (empat) yang disediakan dalam surat
suara.

Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka di atas
alat pencoblosan dan dicoblos dengan alat coblos yang disediakan.

Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat
suara, karena berakibat suaranya tidak sah.

Apabila Pemilih keliru mencoblos maka Pemilih dapat meminta surat suara
pengganti kepada Ketua KPPS atau Panitia Pemilihan.



(10) Permintaan penggantian surat suara oleh Pemilih hanya bisa diberikan 1 (satu)
kali.

(11) Pemilih setelah memberikan suaranya menuju ke tempat kotak suara dan
selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.

(12) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebelum keluar TPS, wajib
diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Pasal 59

Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:
a. surat suara di tandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;

b. pemberian suara /pencoblosan hanya pada salah satu nomor urut dan/atau
foto dan/ atau nama salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

Pasal 60

(1) Dalam hal ada warga Desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai
Pemilih tetapi tidak terdaftar sebagai Pemilih sampai ditetapkannya DPT maka
pada saat pemungutan suara dapat menggunakan hak pilihnya dengan
terlebih dahulu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat
Keterangan.

(2) Pemilih yang tidak masuk dalam DPT tetapi merupakan penduduk setempat
dapat memberikan suaranya di TPS pada pukul 12.00 sampai dengan pukul
13.00 waktu setempat.

(3) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat
dibantu oleh Anggota Panitia Pemilihan atau KPPS untuk memberikan
suaranya pada TPS yang tersedia.

(4) TPS yang dimaksud pada ayat (3) diatas yaitu TPS yang disediakan bagi
pemilih yang tidak dapat pergi ke TPS secara langsung dikarenakan sakit
keras, lumpuh, cacat, bertempat tinggal tidak tetap tetapi masih dalam wilayah
Desa setempat dan sebab lain-lain yang disepakati oleh seluruh Calon Kepala
Desa dan Panitia Pemilihan.

(5) Panitia Pemilihan yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Paragraf 16
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Mengumumkan Hasil Pemilihan

Pasal 61

(1) Penghitungan suara dilakukan di salah satu TPS yang ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan.

(2) Penghitungan suara disaksikan oleh Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan,
Panitia Pemilihan Kabupaten, Saksi Calon Kepala Desa, BPD, KPPS dan warga
masyarakat.

(3) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:

a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT dari
masing-masing TPS;

b. jumlah Pemilih yang memberikan suara dengan menggunakan E-KTP dan
Surat Keterangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau
keliru dicoblos.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh KPPS atau Panitia
Pemilihan serta dapat ditandatangani saksi atau masing-masing Calon Kepala
Desa.

Pada saat pelaksanaan penghitungan suara, tugas Panitia Pemilihan dibagi
sebagai berikut:

a. Ketua Panitia Pemilihan didampingi dengan 2 {dua) orang anggota Panitia
Pemilihan lainnya bertugas memimpin pelaksanaan penghitungan suara
dengan cara membuka dan membaca secara jelas dan tegas setiap surat
suara yang di hitung;

b. 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan
bertugas mencatat hasil penghitungan suara pada kertas berukuran 100 x
100 cm dan pada kertas folio;

c. 1 (satu) orang anggota Panitia Pemilihan atau lebih bertugas
mengelompokan/menghimpun surat suara masing-masing Calon Kepala
Desa sesuai dengan perolehan suara;

d. 1 (satu) orang anggota Panitia Pemilihan atau lebih bertugas
mengelompokan /menghimpun surat suara yang sah dan tidak sah; dan

e. anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang
belum dilaksanakan oleh anggota yang lain atas petunjuk Ketua Panitia
Pemilihan.

Dalam hal terdapat proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi atau Calon Kepala Desa yang
hadir dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan.

Dalam hal keberatan atau permasalahan yang diajukan oleh saksi atau Calon
Kepala Desa dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan
saat itu juga menyelesaikan permasalahan dan keberatan tersebut.

Pasal 62

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1
(satu) Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan
wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak
berdasarkan wilayah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa Terpilih
ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih
terbesar.

Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan
Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan anggota Panitia
Pemilihan serta dapat ditandatangani saksi atau Calon Kepala Desa.
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Pasal 63

Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang
hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), maka Berita Acara Penghitungan Suara
dinyatakan sah dengan ditandatangani oleh anggota Panitia Pemilihan dan
Calon Kepala Desa yang hadir yang bersedia menandatangani.

Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten,
Pihak Kecamatan, BPD dan masing-masing saksi Calon Kepala Desa Terpilih
yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar serta menempelkan 1 (satu) eksemplar
Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

Berita Acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam masing-masing
sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang
pada bagian luar ditempel label atau segel.

Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat
suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan
suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara disimpan di kantor
Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya oleh BPD.

Paragraf 17
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 64

Berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan
menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dalam rapat Pleno Panitia Pemilihan
dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.

Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada
BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

BPD membuat Keputusan tentang penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan
Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemilihan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan
tembusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.

Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Bupati melaksanakan pelantikan Kepala Desa paling lambat lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

Bagian Ketiga
Penyelesaian Perselisihan

Paragraf 1
Umum

Pasal 65

Setiap perselisihan yang timbul dalam Pemilihan Kepala Desa diselesaikan
secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
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Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi di
dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada
Panitia Pemilihan.

Laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada
Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan, penyelesaiannya
dilakukan oleh Camat.

Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan, penyelesaiannya dilakukan
oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari.

Pengaduan yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada pihak yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyelesaian Perselisihan Oleh Panitia Pemilihan

Pasal 66

Panitia Pemilihan dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan
Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan:

a.

b.

(1)

mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk
mencapai kesepakatan; dan

dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a
Panitia Pemilihan melaporkan kepada Camat.

Paragraf 3
Penyelesaian Perselisihan Oleh Camat

Pasal 67

Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi
penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa pada tahap awal.

Fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Camat
dilakukan sebagai berikut:

a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa
oleh pemohon melalui Panitia Pemilihan kepada Camat paling lambat
3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;

b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan berkas laporan sebagaimana
dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya
laporan dari pemohon melalui Panitia Pemilihan;

c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan
diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan laporan dimaksud dinyatakan telah lengkap
secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian
sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh
Camat;

e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pengkajian dan
pemeriksaan berkas;
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f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan
mufakat; dan

g. penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa paling lama 4
(empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

Pasal 68

Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan
mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf f tercapai,
hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah dan mufakat.

Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan
mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan
mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf f tidak
tercapai kata mufakat, Camat melaporkan kepada Panitia Pemilihan
Kabupaten.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3
(tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Paragraf 4
Penyelesaian Perselisihan Oleh Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 69

Proses dan tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala
Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65,
Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian
ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa;

pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan
hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Camat;

pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh
Panitia Pemilihan Kabupaten;

pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian
ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;

pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan

penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh)
hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

Pasal 70

Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan
mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e tercapai, hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan
Kepala Desa Secara Musyawarah Dan Mufakat.

Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan
mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dalam hal pertemuan para pihak yang berselisih untuk musyawarah dan
mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e tidak tercapai kata
mufakat, Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3
(tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Pasal 71

Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis
dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon
dianggap batal.

Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara
secara tertulis dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka:

a. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Ketua Panitia
Pemilihan Kabupaten, mengenai perselisihan hasil Pemilihan Kepala
Desa yang difasilitasi oleh Camat; dan

b. Panitia Pemilihan Kabupaten membuat laporan kepada Bupati
mengenai perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat
diselesaikan oleh Camat.

Pasal 72

Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dinyatakan selesai oleh Panitia Pemilihan
Kabupaten apabila:

a.

b.

(1)

(2)

telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (1); dan

Panitia Pemilihan Kabupaten telah menyampaikan laporan atau rekomendasi
kepada Bupati.

Pasal 73

Permohonan penyelesaian hasil perselisihan Pemilihan Kepala Desa
dinyatakan gugur apabila:

a. pemohon meninggal dunia;

b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3
(tiga) kali dilakukan pemanggilan secara tertulis dan sah oleh Panitia
Pemilihan Kabupaten;

c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya
proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa; dan

d. pemohon mencabut laporannya.

Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal
dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi
tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan
hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Gugurnya Perselisihan
Hasil Pemilihan Kepala Desa.

Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut
laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam
Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.



(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

3)

Dalam hal perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa melibatkan lebih dari
2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia
atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan
Kepala Desa tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang
meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

Bagian Keempat
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Musyawarah Desa

Pasal 74

Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan
lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang berada
di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai
dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan.

Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa
terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan
Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan.

Pasal 75

Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, BPD membentuk Panitia
Pemilihan Antar Waktu.

Pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri
atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat
Desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 76

Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)
melakukan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Kepala Desa Antar

Waktu.

Penyaringan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan
paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa dan paling banyak 3 (tiga) orang
Calon Kepala Desa.

Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan antar
waktu melakukan seleksi tambahan.

Pasal 77

Peserta Seleksi Tambahan dengan peringkat 3 (tiga) nilai tertinggi ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu.
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Pasal 78

Panitia Pemilihan Antar Waktu menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi
Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Antar Waktu.

Panitia Pemilihan Antar Waktu mengumumkan melalui media masa dan/atau
papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan,
paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 79

Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2
(dua) orang, Panitia Pemilihan Antar Waktu memperpanjang waktu
pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang
dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa sampai dengan
waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 80

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu oleh BPD paling lama 15
(lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti dan/atau
diberhentikan;

b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan Antar
Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak Panitia Pemilihan antar waktu terbentuk;

c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh
Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
diajukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu;

d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh
Panitia Pemilihan Antar Waktu paling lama 15 (lima belas) hari;

e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa
antar waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu paling lama 7 (tujuh) hari
sejak berkas permohonan pencalonan Kepala Desa diterima oleh Panitia
Pemilihan Antar Waktu; dan

f. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Antar
Waktu paling sedikit 2 {dua) orang Calon Kepala Desa dan paling banyak 3
(tiga) orang Calon Kepala Desa yang dimintakan pengesahan musyawarah
Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih
dalam musyawarah Desa.

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis
pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu;
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b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah
Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar
Waktu dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah
mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh
musyawarah Desa;

d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar
Waktu kepada musyawarah Desa; dan

e. pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa.

Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
melibatkan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat; dan

d.

unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat.

Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diwakili
paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Rukun Tetangga.

Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan
memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan
dalam waktu 1 (satu) hari.

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah
Desa kepada BPD paling lama 7 {tujuh) hari setelah musyawarah Desa
mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;

b. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh BPD
kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa;

c. Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud
pada huruf b menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;dan

d. Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.

Pasal 81

Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



(1)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kelima
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 82

Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil
pelaksanaan tugas Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 15 (lima
belas) hari setelah BPD menerima salinan/tembusan Keputusan Bupati
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. seluruh kegiatan selama pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Kepala
Desa;

b. rincian penggunaan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
dan

c. bukti-bukti berupa dokumen, sarana dan prasarana.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selanjutnya dilaporkan oleh BPD kepada Camat dan diteruskan kepada Panitia
Pemilihan Kabupaten.

Panitia Pemilihan Kabupaten membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang kepada Bupati.

Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang yang telah
dilaksanakan digunakan bagi Perangkat Daerah yang membidangi
pemberdayaan masyarakat Desa untuk rekapulasi masa jabatan Kepala Desa.

BAB IV
TATA CARA SELEKSI TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 83

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih
dari 5 {lima) orang, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37, Panitia Pemilihan menyampaikan usulan kepada Panitia
Pemilihan Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan kriteria:

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
b. tingkat pendidikan; dan

c. usia.
Pasal 84

Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di
lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf
a dilakukan dengan pemberian skor:

a. tidak pernah, dengan nilai 1 (satu);

b. pernah pada 1 (satu) lembaga, dengan nilai 2 (dua);

c. pernah pada 2 (dua) lembaga, dengan nilai 3 (tiga); dan

d. pernah pada 3 (tiga) atau lebih lembaga, dengan nilai 4 (empat).

Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b dilakukan dengan
pemberian skor:



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

lulusan sekolah menengah pertama, dengan nilai 1 (satu);
lulusan sekolah menengah atas, dengan nilai 2 (dua);
lulusan diploma, dengan nilai 3 (tiga);

poop

lulusan sarjana, dengan nilai 4 (empat); dan
e. lulusan pasca sarjana, dengan nilai 5 (lima).

Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria usia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian
skor:

a. umur 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima)
tahun, dengan nilai 1 (satu);

b. umur 36 (tiga puluh enam) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun,
dengan nilai 3 (tiga); dan

c. umur 50 (lima puluh) tahun ke atas, dengan nilai 2 (dua).
Pasal 85

Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84, terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon Kepala Desa
memperoleh nilai yang sama pada urutan kelima dan keenam maka Panitia
Pemilihan melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis.

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Bakal Calon
Kepala Desa.

Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, dengan
ketentuan:

a. naskah ujian dan naskah ujian cadangan disusun oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa Tingkat Kabupaten;

b. materi ujian meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, dan
kepemimpinan;

c. naskah ujian dibuat dalam bentuk pilihan berganda;

d. naskah ujian dan naskah kunci jawaban diserahkan oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihanpada
hari dan tanggal pelaksanaan ujian,

e. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan dan mengawasi
pelaksanaan ujian;

f. segera setelah selesai pelaksanaan ujian, Panitia Pemilihan melakukan
koreksi dan penilaian hasil ujian serta mengumumkan hasilnya pada saat
itu juga; dan

g. pelaksanaan ujian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian yang
ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Kepala
Desa.

Dalam hal setelah dilakukan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) masih terdapat perolehan nilai tertinggi yang sama lebih dari 1
(satu) orang Bakal Calon Kepala Desa, maka pada hari itu juga Panitia
Pemilihan melakukan ujian tertulis tambahan yang diikuti Bakal Calon Kepala
Desa sampai diperoleh 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan.



(5)
(6)
(7)

(8)

Penetapan Hasil seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Penetapan Hasil seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
bersifat final dan mengikat.

Hasil penetapan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa diserahkan ke
Panitia Pemilihan.

Berdasarkan hasil seleksi tambahan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang akan dipilih dalam
pemilihan Kepala Desa.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Musyawarah Desa.

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 87

Pemilih atau Calon Kepala Desa dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran
ketentuan Kampanye.

Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 88

Laporan yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan terhadap pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan secara tertulis, paling
sedikit memuat:

a. nama dan alamat pelapor;

b. nama dan alamat terlapor;
c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
d. uraian kejadian.

Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.

Panitia Pemilihan harus menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 89

Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45, Panitia Pemilihan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Sanksi
Kepada Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye Calon Kepala Desa.

Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada:

a. Camat;

b. Kepolisian;

c. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
d. BPD.



BAB VI
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH

Pasal 90
(1) Kepala Desa yang terpilih mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya

yang sah.

(2) Tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

(3) Apabila Peraturan Bupati tentang tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah
belum ditetapkan maka berpedoman pada peraturan yang lama.

BAB VI1
PEMILIHAN KEPALA DESA ULANG

Pasal 91

Apabila adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan telah
melalui penyelesaian pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
sampai dengan Pasal 73, dan dapat dibuktikan kebenarannya maka hasil pemilihan
Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan calon Kepala Desa
terpilih dinyatakan gugur serta dilaksanakan pemilihan Kepala Desa ulang pada
periode berikutnya.

Pasal 92

Ketentuan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang atau serentak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 30 dan Pasal 84
sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemilihan
Kepala Desa Ulang.

BAB VIII
RINCIAN PEMBIAYAAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 93

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendaftaran dan validasi daftar Pemilih;
penetapan daftar Pemilih;

penjaringan Bakal Calon;

penelitian persyaratan Bakal Calon;
pelaksanaan ujian\Penyaringan;

pengadaan surat suara;

N I

pengadaan kotak suara;



(3)

(1)

(2)

(4)

h. pengadaan peralatan lainnya;
i.  biaya alat tulis;

j. biaya penggandaan;

k. honorarium Panitia Pemilihan/KPPS;dan
1.  biaya pelantikan Kepala Desa.

Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. biaya Pemilihan Kepala Desa:
1) biaya makan minum rapat:
a) sebelum pelaksanaan pemungutan suara;dan
b) sesudah pelaksanaan pemungutan suara.
2) biaya transportasi dan akomodasi;dan

3) Dbiaya perlengkapan pemungutan suara (kursi, meja, sound system,
dan tenda).

b. biaya pemilihan Kepala Desa Antar waktu:
1) penjaringan Bakal Calon;
2) penelitian persyaratan Bakal Calon;
3) pelaksanaan ujian Penyaringan;
4) biaya alat tulis;
5) biaya penggandaan;
6) biaya makan minum rapat;
7) biaya transportasi dan akomodasi;
8) honorarium Panitia Pemilihan;dan
9) biaya pelantikan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Penganggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 94

Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) mengikuti pedoman
perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada perangkat daerah
dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan,
obyek belanja bantuan keuangan kepada desa dan rincian obyek belanja
bantuan keuangan pemilihan kepala desa atas usulan perangkat daerah yang
membidangi Pemerintahan Desa.

Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung melalui program/kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi
Pemerintahan Desa.

Nilai anggaran yang diusulkan perangkat daerah yang berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) sesuai dengan pengajuan dari Panitia Pemilihan yang
telah diverifikasi.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

Pasal 95

Pelaksanaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2)
didasarkan atas DPA-PPKD.

Panitia Pemilihan mengajukan biaya kepada Bupati melalui Camat, selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.

Bupati menetapkan Desa penerima dan besaran bantuan keuangan Pemilihan
Kepala Desa dengan Keputusan Bupati sesuai dengan yang tercantum dalam
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah.

Pencairan dana bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran
langsung kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan SP2D yang diterima, Pemerintah Desa mencatat sebagai
Pendapatan Pada Kelompok Pendapatan Lain-Lain, Jenis Bantuan Keuangan
dari Pemerintah Kabupaten, Obyek Pendapatan Bantuan Biaya Pilkades dan
Rincian Obyek Pendapatan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa dalam APBDesa
dan persetujuan Penjabat Kepala Desa atas pengajuan dari Panitia Pemilihan
Kepala Desa, Pemerintah Desa mengeluarkan belanja untuk pemilihan kepala
desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 96

Panitia Pemilihan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pemilihan
Kepala Desa secara formal dan material atas penggunaan keuangan yang
diterimanya, dan menyampaikan kepada BPKAD setelah Pemilihan Kepala
Desa selesai.

Panitia Pemilihan selaku penerima bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa
bertanggungjawab atas penggunaan bantuan keuangan tersebut kepada
Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 221/HK-BUP/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal S Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Ragian Hukum




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 10 TAHUN 2019 TANGGAL 4 MARET 2019

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

A.Format Pembentukan Panitia

1. Surat Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ...vvceerreecsencnees
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...ccuneerviereecrnscnena

Moo M0 e Tl v sonomy KRB PIOB! wnmarains Desa............
Kepada Yth
Nomor - Kepala Desal :..omsecmmommes
Lampiran : Keeamalan. .. omsesssnvses
Sifat
Perihal : Pemberitahauan Berakhirnya di -
Masa Jabatan Kepala Desa.... Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa
...................... Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa pada Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi “Badan Permusyawaratan
Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan
Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (Enam) bulan
sebelum Masa Jabatannya Berakhir”.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka disampaikan hal -
hal sebagai berikut :

1. Selambat - lambatnya 4 (empat) Bulan sebelum berakhirnya masa
jabatan, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKP) Akhir masa Jabatan kepada BPD dan
menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(LPPDesa) kepada Bupati melalui Camat serta menyampaikan
informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat
Desa.

2. Apabila Kepala Desa ........ Kecamatan ...... Kabupaten Kutai
Kartanegara tidak mencalonkan kembali maka dimohon
kesediannya untuk membantu Proses Pemilihan Kepala Desa
Tahun 20....., khususnya dalam pendataan hak pilih dan
pengusulan Pelantikan Kepala Desa.



Demikian Surat Pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi
perhatian dan ditindaklanjuti segera, atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
tanda tangan dan stempel
(NAMA LENGKAP)
Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Kutai Kartanegara
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kukar



2. Surat Undangan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ...cccveerencrcnccnnee
BADAN PERMUSYAWARATAN DESX sousminssasessansssssasseess

3. .. Telp... sy INODE P OB sy scsauan Desa....
.......................... g S
Kepada Yth
Nomor : 1. Kepala Desa
Lampiran : 2. Para Ketua RT
Sifat : 3. Ketua LPM Desa
Perihal : Undangan 4. Para Tokoh
Di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan dalam
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa dalam
melaksanakan pemilihan kepala desa dibentuk Panitia Pemilihan yang
bersifat mandiri dan tidak memihak. Berdasarkan ketentuan
dimaksud, maka untuk memenuhi kepastian hukum pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa tersebut, perlu dilakukan pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang
Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka kami mohon kepada
Bapalk/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.

Demikian, mohon menjadi maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Kepala DPMD Kutai Kartanegara di Tenggarong;

2. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;



3. Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

é PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SRS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...eeeerncccnsnncccsnnn
: ' ) | SIPT  | WOU | - o SURURSRRN |, ) . - S | |, ("

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ...... KECAMATAN .....

No. Nama Jabatan Tanda Tangan

.........................................

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)



4. Notulen Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN ..ccccvervvnesnnscanes
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....iernrneccnneeens
s cvmvarone N0 v Wl vassnssspay TN POS wssvasicos Desa
NOTULEN

RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ...... KECAMATAN .....

A. PESERTA RAPAT
Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa ...............
Kecamatan .............. , dan dihadiri oleh Anggota BPD, Kepala Desa dan
Perangkat Desa, Para Ketua RT, Ketua LPM Desa serta Tokoh Masyarakat.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT
1. Pemnbukaan oleh Ketua BPD ..ccossmmmensvanus RECATIBTEE .ovnrsassos wamnmocanns
2. Pandangan Kepala Desa .................... Kecamatan ....o.eoavesis perihal

tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa.
3. Pandangan Para Ketua RT, Ketua LPM Desa serta Tokoh Masyarakat.

4. Penutup oleh Ketuan BPD .................... Kecamalan . assaussmnenss
C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT
1. Ketua BPD membuka Rapat Pukul ......... Wita dan mempersilakan kepada
Kepala Desa ........ untuk memberikan pandangan tentang Tahap Persiapan

Pemilihan Kepala Desa.

2. Kepala Desa menyampaikan kesediaan dan kesiapannya memfasilitasi Proses
Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.... Sesuai dengan kwenangan dan tugasnya
tanpa mengintervensi kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

3. Para Ketua RT bersedia melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Penduduk
Desa yang memenuhi Persyaratan sebagai Pemilih.

4. Para Tokoh Masyarakat bersedia membantu menginformasikan kepada
anggota masyarakat menyangkut informasi seputar Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa beserta Tahapan Persiapan Pelaksanaannya.

5. Selanjutnya Ketua BPD membuka kesempatan kepada Peserta Rapat untuk
menyampaikan usulan tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa.

6. Berdasarkan sekian banyak usulan Tata Cara Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa :

a. Pembentukan dilakukan secara Musyawarah, tidak melalui Voting;

b. Sebelum dimusyawarahkan Pengajuan Calon Nama untuk menjadi Panitia
Pemilihan Kepala Desa, ditanyakan terlebih dahulu kesediaannya untuk
terlibat dalam Kepanitiaan,;

c. Musyawarah Pengajuan Calon Nama untuk menjadi Panitia Pemilihan
Kepala Desa;



7. Berdasarkan Hasil Musyawarah, disepakati bahwa susunan kepanitiaan
Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

Ketua N

Wakil Ketua D eeeeeeereeeseseseiaensisnsnses

Sekretaris T eeeeererneeeeeeeraeeeenas

Bendahara T eerereerecscreeterieneienns

Anggota D ereeeeeeresteecnrearaaaaane

Anggota D errereeeresenieieeeiiiaeea,

Anggota D ereererersecenreseeracaeioeens

. Anggota D errteeeererearereteanianiaaanns

Anggota D eeeeennrereeteranensasaenns

8. Pada Akhir Rapat BPD memlnta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk
segera menyusun dan mengumumkan Tahapan Pemilihan Pilkades serta
melakukan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dan Pendaftaran Hak Pilih
serta Kegiatan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka Pelaksanaan

mER SO A0 TP

Tahapan.
D. PENUTUP
Demikian Notulen ini dibuat pada saat Pelaksanaan Rapat
Pembahasan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .............. Kecamatan

........... , untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kecamatan .........
Notulis Rapat

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)



5. Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

ﬁ, PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
L KECAMATAN ....coeervennsennne

BADAN PERMUSYAWARATAN )] 07 O ————————
1. ..No. ... Telp... syiwes RO POS o sas Desa...

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN .....

MOMIDY 3 umesssnsassssssasrssssssssnsssisnsss s
Phda havl il ..ouumsvmeisae tanggal ........ceeennnenn bulan ........ceeeeeen.
Tahun 20..... pukul ............ Wita,kami yang bertandatangan dibawah ini Pimpinan
dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ................... Becaimalan. ...ccoevmmscemsnns

Telah melaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
................... , yang dihadiri oleh Kepala dan Pernagkat Desa, Para Ketua RT, Ketua
LPM Desa serta Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil Rapat antara lain sebagai berikut :

1. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam forum Rapat tersebut
dengan komposisi unsure Kkepanitiaan Perangkat Desa, Lembaga
kemasyarakatan; dan Tokoh Masyarakat Desa.

2. Kepala Desa menyampaikan kesediaan dan kesiapannya memfasilitasi Proses
Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.... Sesuai dengan kwenangan dan tugasnya
tanpa mengintervensi kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

3. Para Ketua RT bersedia melaksanakan pendataan dan pendaftaran Penduduk
Desa yang memenuhi Persyaratan sebagai Pemilih.

4. Para Tokoh Masyarakat bersedia membantu menginformasikan kepada anggota
masyarakat menyangkut informasi seputar Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa beserta Tahapan Persiapan Pelaksanaannya.

5. Berdasarkan sekian banyak usulan Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa :

a. Pembentukan dilakukan secara Musyawarah, tidak melalui Voting;

b. Sebelum dimusyawarahkan Pengajuan Calon Nama untuk menjadi Panitia
Pemilihan Kepala Desa, ditanyakan terlebih dahulu kesediaannya untuk
terlibat dalam Kepanitiaan;

c. Musyawarah Pengajuan Calon Nama untuk menjadi Panitia Pemilihan Kepala
Desa;

6. Berdasarkan Hasil Musyawarah, disepakati bahwa susunan kepanitiaan
Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

Ketua (SRR

Wakil Ketua ¥ et SRR RS

Sekretaris o R

Bendahara =

Anggota K N R R

Anggota PR ——

Anggota N SRR TR AR

Anggota 3 s R S

Anggota S e SR

FER S AR o



7. Pada Akhir Rapat BPD meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk
segera menyusun dan mengumumkan Tahapan Pemilihan Pilkades serta
melakukan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dan Pendaftaran Hak Pilih
serta Kegiatan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka Pelaksanaan
Tahapan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala
Desa tahun .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
tanda tangan dan stempel
(NAMA LENGKAP)

WAKIL KETUA,
tanda tangan
(NAMA LENGKAP)
SEKRETARIS,
tanda tangan
(NAMA LENGKAP)
ANGGOTA,

1. tanda tangan
(NAMA LENGKAP)

2. tanda tangan
(NAMA LENGKAP)

3. tanda tangan
(NAMA LENGKAP)

4. tanda tangan
(NAMA LENGKAP)

5. tanda tangan
(NAMA LENGKAP)

6. tanda tangan
(NAMA LENGKAP)

7. tanda tangan
(NAMA LENGKAP)



6. Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN .....cccveeeeecvnnees
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....cvrveccreccranccoaces

T i NOL oo Tl s sy KOASPOS o sunnsm Desa... ccoeai
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....... (nama desa)
KECAMATAN ... oiicassnciissesssnssininiss
NOMOR . ccaveninns ] ) -

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..............

Menimbang : a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dalam
pemilihan Kepala Desa perlu membentuk Panitia Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679j);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

4, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3

Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015
Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2018 Nomor 105;

. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan susunan
personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
ini;

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan  mengendalikan semua  tahapan
pelaksanaan pemilihan:

merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada
Bupati melalui Camat;

melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan,

menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan
tempat pemungutan suara;

melaksanakan pemungutan suara;

menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;

menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;

melakukan evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan
pemilihan;dan

m. mengawasi proses pelaksanaan kampanye.

o
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KETIGA : Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya wajib
berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa/Pj. Kepala
Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa;

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemilihan berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan Pelantikan Kepala Desa;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ..... ;

KEENAM : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ................... (nama desa)
pada tanggal .........cocceevveniniinnnen. 20.......

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..............
KECAMATAN ....ccccovvvvvninnennnne
KETUA

tanda tangan dan stempel

(NAMA TERANG)
Tanpa gelar

Tembusan Kepada Yth:
1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

2. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3.Camat ......... di.........

4. Panitia Pemilihan Kabupaten di Tenggarong.

5. Kepala Desa ........ /Pj.Kepala Desa ......... di......




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..............
KECAMATAN .....oovccveurnnnees
NOMOR : «.eeeeeveeeenrerenenen, /20.... TANGGAL ........ s eeeeererepenens
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
T EEEEEE——————— e o e o ]
SUSUNAN PERSONALIA
NO JABATAN DALAM
NAMA DANITIA UNSUR

1. KETUA

2. WAKIL KETUA

3. SEKRETARIS

4. BENDAHARA

5. ANGGOTA *)

*) Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..............

KECAMATAN

KETUA

tanda tangan dan stempel

(NAMA TERANG])
Tanpa gelar



7. Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa.

é PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
[ e KECAMATAN ...ueenecruecsennees

SRSy BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...ivenenrccnccncnnen
s N .......No. .. Telp.............., Kode Pos .......... ), T

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN .....
[ 05 L0

Paida Baf il oonempans tanggal ........coeeeennne. bulan ...l
Tahun Dua Ribu .............. , Ketua Badan Permusyawaratan Desa ...................
Recamatan «uospassssenss Pada pukal cosanies WITA telah mengambil Sumpah Panitia
Pemilihan Kepala.

Pada Pengambilan Sumpah dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa ................... KECAMBLATY ..o inniivnmsnsines ;
Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala dan Pernagkat Desa, Para Ketua RT,
Ketua LPM Desa serta Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat Acara
Pengambilan Sumpah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Nama dan Tanda BPD Nama dan Tanda
Kepala Desa Tangan = e Tangan
L. Betua, @000 s 1. Ketha === wessssssasssensss
2. Wakil Ketua .., 2. WakilKetits = e
3. Sekretaris =000 e S SBeloelaris @=z0 cossaseiseer
4. ANPEOEE 3z 0000 assesassy 4. ANgeotaA. === scsssussessessseees
H:. Anggota = cassssevessesssanens 5. Anggota 0000 e
6. Anggota = eeeeieieeans 0. Anggota = ccssssssssserans

AR - | e T.dst e,



SUMPAH/JANJI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi
tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa .... (nama
Desa) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan
berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan
tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja
dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya
Pemilihan Kepala Desa.... (nama Desa), tegaknya demokrasi dan
keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada
kepentingan pribadi atau golongan.

Catatan :
Naskah Sumpah dibacakan oleh Ketua BPD ...... dan diikuti oleh
seluruh Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa.



8. Keputusan BPD tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia
Pemilihan.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ...ccoonvcurecscnercnnne

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 000000000 OOOROOS esoceoPOOOBOOR
JL e NG s Tl esmasmesnnne KOABPOS ovnprss 1D D
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....... (nama desa)
KECAMATAN ..oieiiiiiiievvieeeineens
NOMOR ......c..... /20.....
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..............

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan kepala desa maka
telah dibentuk panitia pemilihan, berdasarkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa .... (nama desa) Nomor ..... .
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ada yang (berhalangan
tetap/ditetapkan  sebagai calon/mempunyai hubungan
kekeluargaan sebagai orang tua, mertua, anak,menantu,
saudara seibu dan atau seayah, ipar dan suami/isteri dengan
calon)* maka Keputusan Badan Permusyawaratan Desa perlu
dilakukan peninjauan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia
Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan
dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 105);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).

oooooooooooooooooooooooooooooooo

MEMUTUSKAN:

Pemberhentian dan PengangkatanPanitiaPemilihan;
Memberhentikan dengan hormat Saudara:

Nama

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin :

Agama

Pekerjaan

Alamat

terhitung sejak tanggal ..... yerereyenenes dari Ketua/ Wakil Ketua/
Sekretaris/Anggota Panitia Pemilihan ..... (nama Desa)
Kecamatan ...... (nama kecamatanj;

Mengangkat dengan hormat Saudara:
Nama

NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin

Agama



KETIGA

KETIGA

KEEMPAT

Pekerjaan

Alamat :

terhitung sejak tanggal ..... yerrerpeerees sebagai Ketua/ Wakil
Ketua/ Sekretaris/Anggota Panitia Pemilihan ..... (nama Desa)
Kecamatan ...... (nama kecamatan);

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa Nomor ............. , tanggal .........
tentang PembentukanPanitiaPemilihan Kepala Desa, yang
mengatur khusus atas nama yang bersangkutan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ....;

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ................... (nama desa)
pada tanggal ..........coceeveininininenen. 20.......

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..............
KECAMATAN .....ccovviiniiinnnee.
KETUA

tanda tangan dan stempel

(NAMA TERANG)
Tanpa gelar

Tembusan Kepada Yth

R e

Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Ldi

-------

Panitia Pemilihan Kabupaten di Tenggarong.

KepalaDesa

/Pj.Kepala Desa ......... di......



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...ciinnicrsennnsnne
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat JI. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa. v s
............... 1 0
Kepada Yth
Nomor : 1. Kepala Desa
Lampiran : 2. Para Ketua RT
Sifat : 3. Ketua LPM Desa
Perihal : Undangan 4, Para Tokoh
Di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, sesuai Keputusan Ketua Panitia

Pemilihan  Kabupaten  Nomor......... Tahun....... tentang Jadwal
Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun.......... , telah ditetapkan jadwal tahapan

Pemilihan Kepala Desa. Agar seluruh jadwal tahapan yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dapat diketahui oleh seluruh
penyelenggara pemilihan kepala desa, kami Panitia Pemilihan
mengundang Bapak/Ibu/Saudara dalam acara Sosialisasi Jadwal
Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahun....... yvang akan dilaksanakan
pada:

HATT 2 csoimismerssisiiasavssssiss T ——

TEMPAL 3 jseavimssusmssessassvesssssassssussssssvasrssssssvins

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar
Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

(Nama Desa), «ccovvuveneereneencncinenrannanns 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel
(NAMA LENGKAP)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1.Camat .....ceovvevennnnn :

2. KEEIE BPL..cumenvoncmmmmnmn :
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa............... :
4. dst



10. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Tertib Pemilihan
Kepala Desa Tahun 20.......

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN .....ccocceerenerncsnees

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat 1. ..o NOLuon DRI v o v ROOSIPOS sissinsn IDOSRsns vumvmorens

TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN (nama desa)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 huruf f Peraturan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan
Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan
Kepala Desa;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679j;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);



Menetapkan
KESATU

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3

Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015
Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2018 Nomor 105);

. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

a. Pendahuluan;

Dasar Hukum;

Persiapan Pemilihan Kepala Desa;

Tata Cara Penjaringan serta Verifikasi Calon Kepala Desa:

1. Persyaratan Calon Kepala Desa;

2. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;

3. Perpanjangan penjaringan (dalam hal Bakal Calon
Kepala Desa kurang dari 2);

4. Penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala
Desa dan verifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa;

5. Perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Kepala
Desa dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang
memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua);

6. Perpanjangan Penelitian kelengkapan berkas Bakal
Calon Kepala Desa dan verifikasi berkas Bakal Calon
Kepala Desa;

7. Seleksi tambahan dengan melakukan peringkat pada
Bakal Calon Kepala Desa dalam hal Bakal Calon
Kepala Desa lebih dari S (lima).

e. Panitia Pemilihan:

1) Tata cara pembentukan,;

2) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;

3) Sanksi bagi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
yang terbukti melakukan pelanggaran.

f. Ketentuan tanda gambar diri/foto Calon Kepala Desa,
model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara,
alat pencoblos, dan perlengkapan lainnya;

g. Mekanisme dan tata cara pendaftaran Pemilih;

h. Pelaksanaan Kampanye:
1) mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye;
2) sanksi bagi pelaksana kampanye dan;

p oo



KEDUA

Tembusan Kepada Yth

1.
m.

3) laporan pengaduan masyarakat atau Calon Kepala
Desa atas pelanggaran pada saat tahapan Pemilihan
Kepala Desa.

Pelaksanaan dan waktu pemungutan suara;

Penghitungan Suara:

1) Ketentuan sah surat suara hasil pencoblosan;

2) Ketentuan tidak sah surat suara hasil pencoblosan.
Ketentuan dalam hal Tempat Pemungutan Suara lebih dari
1 (satu).

Serta ketentuan lain berdasar peraturan perundangan.
Penutup.

Keputusan Panitia Pemilihan ini berlaku pada tanggal
ditetapkan.

okl

Ditetapkan di......(namadesa)
pada tanggal 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

...di

Panitia Pemilihan Kabupaten di Tenggarong.

Kepala Desa

Ketua BPD

........ /Pj. KepalaDesa ......... di ......



11. Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...coeveeceensnnenens

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat I .coovven: NOL g BOID s mwsn 20 KOABTPOS v sinuss Desa............

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PANITIA PEMILIHAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (1) Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa, maka dalam mempelancar proses pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa ....... (nama desa) terutama
penyelenggaraan pemungutan suara dimasing-masing Tempat
Pemungutan Suara, perlu menetapkan Keputusan Panitia
Pemilihan Pembentukan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan
dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 105);

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10 ).

Memperhatikan : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa ..... (nama desa)
Nomor ....... tanggal ...... tentang Persetujuan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara,
dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemunguran Suara sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan dan
mempunyai tugas, wewenang dan bertanggungjawab sebagai
berikut:

a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;

b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi calon
kepala desa yang hadir dan panitia pengawas pemilihan;

c. melaksanakan Pemungutan Suara di TPS;

d. mengamankan kotak suara pada saat prosespemungutan
suara;dan

e. membawa kotak suara yang berisi surat suara ke TPS yang
telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk dilakukan
penghitungan suara.

KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemunguran Suara dalam
melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada peraturan
perundang-undang yang berlaku dan wajib melaporkan hasil
pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Masa Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
berlaku sejak tanggal ........ sd.........

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ...... ;

Keputusan Panitia Pemilihan ini berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di......(namadesa)
pada tanggal 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

Tembusan Kepada Yth

abhebd=

Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Panitia Pemilihan Kabupaten di Tenggarong.
Kepala Desa ........

Ketua BPD

/Pj. Kepala Desa ........



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

NOMOR ........... TANGGAL ....,....,20.....

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

SUSUNAN PERSONALIA
JABATAN DALAM
NO NAMA PANITIA UNSUR
SR O KETUA
T ANGGOTA
< S I ANGGOTA
S ANGGOTA
A (R ANGGOTA
6. | e ANGGOTA
7 TR ANGGOTA
8. | e KEAMANAN
R KEAMANAN
PANITIA PEMILIHAN
KETUA
(NAMA TERANG)

Tanpa gelar




SUMPAH/JANJI
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi tugas
dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pengawas/KPPS dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa .... (nama Desa)
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada
tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala
Desa.... (nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan
kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Catatan :

dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan, dengan kata pendahuluan pengambilan sumpah



12. Berita acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN .cciciisssossasssssasios

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat JI. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa............

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANRGARA TAHUN ......
NOMOY :cssnswmsmriivs
Pada hari ini ........ tanggal ........ PUlaIY swassns Tahun .. bertempat di .......

berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD
dan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105);



11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran daftar pemilih sementara dilaksanakan mulai tanggal ...... s/d.....
tahun 201..

2. Penetapan jumiah daftar pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar mempunyai
hak pilih dalam pemilihan kepala desa di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten
Kutai Kartanegara sebanyak ...... (cevnerneenernnn ) orang, dengan rincian
sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk
Pemilihan Kepala Desa di Desa ...... Kecamatan ....... Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun ....... telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S Dst.....
Mengetahui,

Kepala Desa Ketua BPD



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN KEPALA DESA ............. KECAMATAN ......c.........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 20......
TPS/DUSUN
LEMBAR KE
NO. NAMA NIK J?‘N]S KELAN:,'N W;I;S/Ibsm STATUSIKAN I/ TIDAK | ALAMAT/DUSUN
1 2 3 7] 5 6 7 3
JUMLAH
TOTAL

Panitia Pemilihan

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

U D[N =

Mengetahui,
Kepala Desa Ketua BPD




REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

TAHUN 20....

NO. TPS/DUSUN

JUMLAH PEMILIH

KETERANGAN

1 2

3

4

JUMLAH

Panitia Pemilihan

NO NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

N DIWIN =

Mengetahui,

Ketua BPD




13. Berita acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPtb).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...vnrnnearscannnee

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat JI. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa............

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN PEMILIH TAMBAHAN

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTA NEGARA TAHUN ......
J\[0] 3 [0 ) SR
Pada hari ini ........ tanggal ...oveu bulafn ... Tahuh. e bertenmipat di ...

berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD
dan Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105;



6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 10).

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Pendataan daftar pemilih tambahan dilaksanakan mulai tanggal ...... s/d.....
tahun 20....

2. Penetapan jumlah daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terdaftar mempunyai
hak pilih dalam pemilihan kepala desa di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten
Kutai Kartanegara sebanyak ...... (cerermeenennnnans ) orang, dengan rincian
sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk
Pemilihan Kepala Desa di Desa ...... Kecamatan ....... Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun ....... telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S Dst.....
Mengetahui,

Kepala Desa Ketua BPD



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN KEPALA DESA ............. KECAMATAN ...............
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 20...
TPS/DUSUN
LEMBAR KE
NO. NAMA NIK JENIS KELAMI LAH'II;S/I{JSIA STATUS(KAWIN/TIDAK | aLaMAT/DUSUN
1 2 3 a 5 6 7 8
JUMLAH
TOTAL
Panitia Pemilihan
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S Dst.....
Mengetahui,

Kepala Desa Ketua BPD




REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

TAHUN 20...

NO.

TPS/DUSUN

JUMLAH PEMILIH

KETERANGAN

2

3

JUMLAH

Panitia Pemilihan

NO

NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

(S E NI

Mengetahui,

Ketua BPD




14. Surat Undangan hal Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...covvescunnsensenees
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretatiob I .oovinvini NOS oo Tl s sssivmmisvessy BOTE POS o vsivasns DleBR .o cunavee
................ SRR, - . o I
Kepada Yth
Nomor : Lonsesmsssmmmpennnes
Lampiran : Disansnsmanovennewn iy
Sifat y .
Perihal : Di

.........................

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilakukannya penyusunan Daftar
Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih
Tambahan pada pemilihan Kepala Desa ...... Kecamatan ......
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun...... , kami selaku Panitia
Pemilihan, mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada
Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT} yang akan
dilaksanakan pada:

.
Hari :
R s

TempPat & srsmennsnmmsmrissspsepsss i TR S AP T

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar
Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak
mewakilkan.

Demikian, mohon menjadi maklum.
............................................... 20..
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,
tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1.Camat ..ocoevvenvvnnnnnn. ;
2. ReR BPE.....ovpsovscummmuons :
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa............... :

4. dst



15. Berita acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ..ueeceeennnence
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat . ..o N0 won DO o oo ssnsin vy KOS POS w0 vinevn s DO soasnmurnns

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN PEMILIH TETAP

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
NOMOT ..ovevnvnraiinnnnnnn.
Pada hari ini ........ tanggal ........ bulan ......... Tahun ....... bertempat di .......

berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD
dan Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820j);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717},

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105;

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 10).



Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) dilaksanakan mulai tanggal ...... s/d.....
tahun .......

2. Penetapan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai hak
pilih dalam pemilihan kepala desa di Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten Kutai
Kartanegara sebanyak ...... (corerromennennen ) orang, dengan rincian sebagaimana
terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah

dimutakhirkan dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi Daftar Pemilih Tetap

(DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa ...... Kecamatan ....... Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun ...... telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S Dst.....
Saksi Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa
 (PTTS ) (cereereneeeneee )
Saksi Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa
((ceeeremermnrenaens ) ((ceeerrmnmennenarens )
Saksi Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa
(ceeeeermenaennnnne ) (cevrrencrerennnene )
Mengetahui,

Kepala Desa Ketua BPD



DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN KEPALA DESA ............. KECAMATAN ...............
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 20....
TPS/DUSUN
LEMBAR KE
NO. NAMA NIK JEI:JN'S KELAN;'N LAHE’{JSM AT DAK | ALAMAT/DUSUN
1 2 3 a 5 6 7 3
JUMLAH
TOTAL

Panitia Pemilihan

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S Dst.....
Saksi Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa
((ceerererrensennne ) (ceerrememennnren )
Saksi Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa
{ cerererreneennenn ) (PR )
Saksi Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa
(ceerremermenanns ) (ceerererecnenencnnn )
Mengetahui,




REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

TAHUN 20.....
NO. TPS/DUSUN JUMLAH PEMILIH KETERANGAN
1 2 3 4
JUMLAH
Panitia Pemilihan
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S Dst.....
Saksi Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa
((creeermerenneanons ) (cermreremeereennen )
Saksi Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa
(cevmneermereannens ) (o )
Saksi Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa
((cemeeerrenerenans ) (ceeerreeeieeeenne )
Mengetahui,
Kepala Desa Ketua BPD
(cenerenernerenerennrennne ) (cevrerenerennrennonnanes )




16. Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Jumlah dan Lokasi TPS.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...ccceececcncccnsens

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat JI. ..........No. ... Telp...............,Kode Pos ..........Desa............

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal .... Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa,
maka dalam pemberian suara pemilihan Kepala Desa perlu
ditetapkan tempat pemungutan suara dan lokasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan
Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Jumlah dan
Lokasi Tempat Pemungutan Suara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 105);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU Penetapan Jumlah dan Lokasi Pemungutan Suara sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA Keputusan Panitia Pemilihan ini berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di......(namadesa)
pada tanggal .........ccceeennene. 20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,
tanda tangan dan stempel
(NAMA LENGKAP)
TembusanKepadaYth

ok

Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

oooooooo

Panitia Pemilihan Kabupaten di Tenggarong.

Kepala Desa

Ketua BPD

........ /Pj. Kepala Desa ......... di ......



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

NOMOR ........... TANGGAL ....,....,20.....
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA
O ——
JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

NO. MASYARAKAT JUMLAH| LOKASI TPS KETERANGAN
TPS
1. Dusun ......... 1 Balai Pertemuan TPS 01
untuk masyarakat Dusun
2. Dusun ......... 1 Balai Pertemuan TPS 02
untuk masyarakat Dusun
3. Puskemas, dll 1 Ruangan Khusus TPS 03 (TPS Khusus)
untuk untuk masyarakat
yang
Atau
Balai
1. Desa .......... 1 iDesa/tempat lain Pelaksanaan Pilkades
disepakati hanya
menggunakan
1 (satu) TPS




B.Penjaringan Calon Kepala Desa

1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ....ccccoecnseesconscsces

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat J. ... ..o NO: oo T cis s iz JoOA8 POS wciiness DOSRucvisivswens

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
NOTEIOT & . onenmsomeaisssisisomens sniesmnntneneammsas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 28 tentang Tugas
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam penjaringan
meliputi sebagai berikut:

a. mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, yaitu
mengumumkan:

1) syarat pendaftaran menjadi Bakal Calon Kepala Desa;
2) hari, tanggal, jam dan tempat pendaftaran;
3) batas waktu pendaftaran; dan
4) diumumkan pada tempat-tempat strategis atau tempat umum.
b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
melaksanakan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa; dan
d. menuangkan hasil Penjaringan dalam Berita Acara Penjaringan Bakal Calon

Kepala Desa.
Dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
........... Kecamatan ............, akan dilaksanakan pada :
Hari ! SRR
Tanggal L. G coonnonsonnensniinss 2004
Tempat T sepspasESIRT R

Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Kepala Desa adalah

sebagai berikut :

a. membuat surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada
Panitia Pemilihan yang ditandatangani diatas materai 6000;

b. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan asli diatas kertas bermaterai;

berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat,
yang dibuktikan dengan melampirkan ijazah Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang asli beserta
fotocopynya yang telah dilegalisir dari sekolah yang bersangkutan atau dari
instansi yang berwenang, untuk calon Kepala Desa yang memiliki pendidikan
sederajat, maka ijazah pendidikan yang setara atau paket yang dimiliki tidak
boleh lebih dari 1 (satu);

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang

dibuktikan dengan melampirkan akte kelahiran atau akte kenal lahir yang asli
beserta fotocopynya yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang;



e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan
melampirkan asli Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Pengadilan
Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana
penjara dan yang bersangkutan kemudian mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan
melampirkan asli surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;

h. surat keterangan berbadan sehat dan berkemampuan secara rohani dan
jasmani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan melampirkan asli
surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat;

i.  surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;

i akta kelahiran atau salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
k. daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan; dan

1.  pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus membuat:

a. pernyataan sebagai Warga Negara Republik Indonesia;

b. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. pernyataan akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

pernyataan tidak sedang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik;

pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali

masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut baik di

Desa yang bersangkutan maupun di desa lainnya dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Tulis Tangan);

g. Surat Pernyataan Siap mengundurkan diri sebagai karyawan Perusahaan
apabila terpilih sebagai Kepala Desa (Tulis Tangan);

h. Surat Pernyataan Siap Bertempat Tinggal dan menetap di Desa setempat
apabila terpilih sebagai Kepala Desa (Tulis Tangan); dan

i.  Visi Misi Bakal Calon Kepala Desa

o

Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan akan mencalonkan diri kembali

disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas, juga

melampirkan:

a. laporan akhir masa jabatan periode yang sebelumnya yang dibuktikan dengan
melampirkan asli Laporan Akhir Masa Jabatan sebelumnya;

b. surat permohonan cuti Kepada Bupati; dan

c. surat cuti dari Bupati.

Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa
disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas, juga
melampirkan:



a. surat cuti dari Kepala Desa (dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti
dalam jangka waktu 3 hari setelah permintaan cuti dari Perangkat Desa
disampaikan kepada Kepala Desa, maka dianggap yang bersangkutan sudah
mendapat izin dari Kepala Desa); dan

b. surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila
terpilih sebagai Kepala Desa.

Bagi BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa disamping harus
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas wajib melampirkan surat
pengunduran diri sebagai anggota BPD.

Bagi Pegawai Negeri Sipil/ASN yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa
disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas wajib
melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah.

Bagi anggota TNI/Polri yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa
disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas, juga wajib
melampirkan surat mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai TNI/Polri
sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon kepala desa
dapat diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan ..... Tahun
20.... di Sekretariat Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa

.......................... Kecamatan ..............c.ceeevuveunee..... Oleh Panitia Pemilihan Kepala
Desa .... Kecamatan ..... Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)



2. Bentuk Contoh Tanda Terima Pendaftaran Calon Kepala Desa dan Tanda
Terima Dokumen Perbaikan Calon Kepala Desa.

TANDA TERIMA PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Bahwa Pada Hari ini ......ccccoeeveneenee. Tanggal ......ccceveevenvnnnnenne Bulan
........................... Tahun 20......, telah diterima Dokumen Persyaratan Pencalonan
Kepala Desa atas Nama

1. Nama Calon Kepala Desa :

---------------------------------------------------

Yang berisi Dokumen Persyaratan yang akan diperiksa dan akan
dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana
terlampir.

........... O URPPPTURPPRR. § SN
Pendaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Stempel
(Nama Lengkap dan Tandatangan) (Nama Lengkap dan Tandatangan)
TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN CALON KEPALA DESA
Bahwa Pada Hari ini ......ccceceneaeee.e. Tanggal .....cccecvevvnreienennnns Bulan

........................... Tahun 20......, telah diterima Dokumen Perbaikan Persyaratan
Calon Kepala Desa atas Nama

1. Nama Calon Kepala Desa :

Yang berisi Dokumen Persyaratan yang akan diperiksa dan akan
dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana
terlampir.

........... TR ) SN

Pendaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Stempel

(Nama Lengkap dan Tandatangan) (Nama Lengkap dan Tandatangan)



3. Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ....cuveeeceeeneercsees

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat . v N0 s TEID G visanses; OGS POB o 1D 17 TR

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
NOINOT ..snesniinisinmssnsi
Pada hari ini ... tanggal ........ bulan ......... Tahun ....... bertempat di .......

berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan
Kepala dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

W

e

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105;

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).

o



Telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa .......... Kecamatan ..............

yang dilaksanakan mulai tanggal ..... s/d ...... dan terdapat Bakal Calon Kepala

Desa sebagai berikut:

1. Nama Lengkap T eteereeeeucteern et ra e hehe b tneaserssassearsnannaanas
Tempat, Tgl. Lahir/Umur @ et e
Agama L eeeeeeeeeecsteetececteretetaterionsestsastcttettstaeiestnensntrensnenanaes
Jenis Kelamin L etereeereeeceseeeeratnrtettattenetetantartattteteansnraansennans
PendidikanTerakhir D eeeeeetesreseeseeseensenaeneenitnttattataitastastantatsenerrernisnons
Pekerjaan D eeteeeerereetecesernetecuseeceeeeeentteetrtesetettttnstntastntansietnerns
Alamat (seusia KTP) : Dusun.............. RT..ovieeeees Desa ..ccccveeniinninnnenns

Kecamatan..........ccccevueneee

Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Nama Lengkap D eeeeeeeereiteeeieeaeetsneseteneseteteetantantansentianiraeenesanees
Tempat, Tgl. Lahir/UIMUTL | .ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiceicsicriesieesaerassassnsessaneees
Agama L eteeereresesseseeseeteernctnintstesattasttaistatattsantassrerrssnsansans
Jenis Kelamin L eeteeeeeerestseeneseectastutttsstestatantestattasrariarestesntaraennans
PendidikanTerakhir D eetteeteereeeeesieteeteesesueenuseeneeenetenetrnesenssstsssnrttrssansrane
Pekerjaan D eeeteesreeerecreeesceueensesieenstnstustasetastanttntanttanthretresrees
Alamat (seusia KTP) :  Dusun.............. | 4 Desa ..ccevevinieninninnnns

Kecamatan.......................
Kabupaten Kutai Kartanegara

3. Nama Lengkap D eteeeeeeesseseeeseeentertnsetnnesennettanttttrterntenntrnrreerteseres
Tempat, Tgl. Lahir/UMUT @ .coooviriiiiiiinireieeieeeetieectiinee st s rnae s ceeaesaennes
Agama L eteeteeerecaserusesecusesesteteatatatattaentenrastesretonsansnnrarasrnes
Jenis Kelamin D eeteeeeeeeeseceessesensesetenssnrsensrnntastaratastassansarsrnennernsennns
PendidikanTerakhir D eeteereeeeessesseeiseneriereestutetisttstattttentesieretrernstnnsrnernnns
Pekerjaan D eereetreeeeescsseenereestertestesstasanesastanttntessenetreetstarernenans
Alamat (seusia KTP) :  Dusun.............. | 24 Desa ...cocevvieniiininnnes

Kecamatan.......cc..ccceeuueeee.

Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Dst

Para Bakal Calon Kepala Desa Tersebut diatas telah tercatat dalam register
pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 {empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S Dst.....




4. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon
Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........

KECAMATAN ..covvvveencecees —
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat J1. ..o NO. oo TP s, KO POS v s DOSR i s i

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........
KECAMATAN ......... KABUPATEN KUTAI TAHUN ......

Pada hari ini ...... tanggal ...... bulan. ... tahun ... kami yang bertanda
tangan dibawah ini Panitia Pemilihan telah melakukan Verifikasi Kelengkapan dan
Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa atas nama Bakal
Calon Kepala Desa ....... ke (lembaga/instansi/SKPD} yang berwenang
mengeluarkan surat keterangan) dengan hasil sebagaimana terlampir dalam
Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S | Dst.....




Lampiran Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
Identitas Bakal Calon Kepala Desa

Nama Lengkap :
Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
Agama :
Jenis Kelamin
PendidikanTerakhir
Pekerjaan

Alamat (seusia KTP)

..........................................

..........................................

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

------------------------------------------

..........................................

-----------------------------------------

ooooooooooooooooooooooooooooooooo
---------------------------------
[ Y
.................................
---------------------------------
---------------------------------

---------------------------------

No Kelengkapan Persyaratan Data dari Bakal Calon Data dari Pejabat  yang Keterangan
berwenang
1 | Surat keterangansehat, rokhani, dan bebas
narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif
lainnya dari dokter Pemerintah;
2 |Surat Keterangan tidak pernah dihukum
karena melakukan tindak pidana kejahatan
dengan hukuman paling singkat 5 (lima)
tahun dari Pengadilan Negeri;
3 | Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya
sesuai dengan keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;
4 | Dst
Panitia Pemilihan
Ketua

Ttd dan stempel




5. Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekrefariaf I oo oo NOI o Tl cxesenninres s OGS POSisor v Desa............

BERITA ACARA HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......

Pada hari ini ...... tanggal ...... bulan: ...... tahan. s kami yang bertanda
tangan dibawah ini Panitia Pemilihan telah melakukan Penjaringan Bakal Calon
Kepala Desa ..... Kecamatan ...... Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penelitian,
verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala
Desa:

1. Nama Lengkap A S R i e S A S S
Tempat, Tol Lahir/ UM - 4  crossemsmemmmmmsssssis s ss s s ssss sk st s vas sy
Agama § e A R NS SRR AR A AR A
Jenis Kelamin D N R R S R SRS ST SRS B
PendidikanTerakhir S R R R S S RS S RS SRR B
Pekerjaan f o s A S RN AT AR S S AR RN AR AR
Alamat (seusia KTP) B (671 5§ s N——— < LDIBEE .csacsawamssninsassuna

Kecamatadl. ... c.vcwcuvcuuvesvan

Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Nama Lengkap 3| o A DS SRR S AR e RSN ATRA S
Tempat; Tgl. LAWIC/TUMUE [ csuussssssssmmovsmmusemsissvaisississssmomsssimyonnammnssess
Agama R R A R R R A A N S SR AR
Jenis Kelamin f o —————————— . s A S AR AR P
PendidikanTerakhir R —
Pekerjaan e
Alamat (seusia KTP) : Dusun.............. | < AP st vammmsmsneassn

Benatnalan. asoemssesavmvines

Kabupaten Kutai Kartanegara

3. Nama Lengkap § e A R SRR AT SR KR
Tempat, Tgl. LARir/TIHNE |  cccoermmrsiinnamesmasintsssncnessssissassssasssanssrsansamsassesiosss
Agama S OSSP
Jenis Kelamin T G R R RN O TP SRS S SR
PendidikanTerakhir T —
Pekerjaan s an sk dian ban SN SRR S TSRS RS RR SRS AT
Alamat (seusia KTP) : Dusun.............. RT.oiiiiiennee. DIEBH ..ooeonmninnnamrssmniin

Kecamatan...........ccceeeennes

Kabupaten Kutai Kartanegara
4. dst



Berdasarkan hasil penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan
administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana terlampir, maka Bakal Calon
Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ...... yang
berhak dipilih, adalah

1.

3.

Nama Lengkap
Tempat, Tgl. Lahir /UIMUTL @ ..occoiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiieiiiriieiireieeeeeaseasssessensenenas

Jenis Kelamin
PendidikanTerakhir
Pekerjaan

Alamat (seusia KTP)

Nama Lengkap
Tempat, Tgl. Lahir/UMUT © ..cocvviiiieiiiiiiniiiiiiiciicieeii e erteeenternaeeeraeresseesans

Jenis Kelamin
PendidikanTerakhir
Pekerjaan

Alamat (seusia KTP)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

---------------------------------------------------------------------------

Kecamatan...........c.ceuveeeee.
Kabupaten Kutai Kartanegara

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Kecamatan............ccc.ue.e..
Kabupaten Kutai Kartanegara

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

NO

NAMA

JABATAN TANDA TANGAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

gl B W N} =




6. Pengumuman Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan hasil
penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi
Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ....vveencunecnnnee
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat J1. o000 NOU s TRID o wos v snpenny KOAE PO wosviiins 1T, (S —

PENGUMUMAN HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
BERDASARKAN HASIL PENELITIAN, VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

NOTTION wxvimvanmmmsniasinms
Pada harl mi .o Tanegal ..ouasimensiessimmoesrsses Bulan
................ Tahun 20....., kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan
Kepala Desa  .sowsessss Kecamatan ......... , dengan ini mengumumkan Hasil

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian, verifikasi
kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa

sebagai berikut :

L.

=

o

Nama Lengkap

Tempat, Tgl. Lahir/Umur :

Agama

Jenis Kelamin
PendidikanTerakhir
Pekerjaan

Alamat (seusia KTP)

Nama Lengkap

Tempat, Tgl. Lahir/Umur :

Agama
Jenis Kelamin
PendidikanTerakhir

Pekerjaan

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................

KeCaMatATL i ivsisssssssnsvnasnis
Kabupaten Kutai Kartanegara

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................

Alamat (seusia KTP) DUSHN: v vmssisses 24 LRRRR———— DE8A cuviminovssvssssmnsara
KeCamalh,..cocuvivevoacssss
Kabupaten Kutai Kartanegara
[+
Selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa .......... Kecamatan ...........

Tahun 20... memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan
dan tanggapan masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal Pengumuman
ini disampaikan kepada masyarakat.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
5 Dst.....




7. Berita Acara Hasil Ranking Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...ovveeerveesvnanee

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretatiat I, ...... o NOL 50 OO csinininins BOGEPOB oo e DIESBismasnusias

BERITA ACARA HASIL RANKING BAKAL CALON KEPALA DESA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
NOMOT ..evviiiiniiiinannn
Pada hari ini ... tanggal ........ bulan ......... Tahun ....... bertempat di .......

berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan
dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105;

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).



Telah melakukan Ranking Bakal Calon Kepala Desa .... Kecamatan .... Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun ...... dengan hasil sebagai berikut:
NAMA BAKAL CALON BOBOT BAKAL CALON KEPALA DESA TOTAL
NO. KEPALA DESA "PENGALAMAN TINGKAT TINGKAT USIA | BOBOT
BEKERJA PENDIDIKAN
1.
2.
3.
4.
5.
dst.

Berdasarkan hasil Ranking diatas, maka dari 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa
yang memperoleh bobot tertinggi untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa

adalah

NO.

NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA

TOTAL BOBOT

;P W=

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S Dst.....




8. Berita Acara Dalam Hal Tidak Ada Pengajuan Keberatan Terhadap Bakal Calon
Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ..ccconnnccnneccannsens

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat J1. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa...........

BERITA ACARA TIDAK ADA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP BAKAL CALON

KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
NOHIE »nssnsnssnsmumsmnns
Pada hari ini ........ tanggal ........ bulan ... Tahutk ceovies bertempat di ....... telah

melakukan rapat musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan bahwa
Tidak ada Pengajuan Keberatan terhadap Bakal Calon Kepala Desa ..........
Keeamalan ...viseissss , dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa {Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105;

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).



Bahwa berdasarkan waktu pengumuman bakal calon kepala desa sejak tanggal ......

sampai dengan tanggal .... bulan

tahun ..... , Panitia Pemilihan tidak menerima

Pengajuan Keberatan Terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

................. ’

evccee goesce 9.

PANITIA PEMILIHAN

NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

m-bwto._-cz)




9. Berita Acara Pengajuan Keberatan Terhadap Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...ooveereenencnnes

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekostatigt L. ... oorse NO: o Tl s snsvuennss ROAE POB iinnis o+ DOSRssnsn smisn

BERITA ACARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP BAKAL CALON KEPALA

DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
[\ [0) 88 (o)
Pada hari ini ........ tanggal ...c... bulan. ... Tahun ....... bertempat di ....... telah
melakukan rapat musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan bahwa
Keberatan terhadap Bakal Calon Kepala Desa .......... Kecamalan ...oveeven , dengan

berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105;

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).



Bahwa berdasarkan waktu pengumuman bakal calon kepala desa sejak tanggal ......

sampai dengan tanggal .... bulan ..... tahun ..... , Panitia Pemilihan menerima

Pengajuan Keberatan Terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan,

meliputi:

1. Berkas Pengajuan Keberatan terhadap Saudara (Nama Bakal Calon Kepala
Desa) yang terdiri dari:

a. diajukan oleh Saudara/saudari .............. (perseorangan/ atas nama
kelompok]} beralamat di .............

b. diajukan oleh Saudara/saudari .............. (perseorangan/ atas nama
kelompok) beralamat di .............

C. dst.

2. Berkas Pengajuan Keberatan terhadap Saudara (Nama Bakal Calon Kepala
Desa) yang terdiri dari:

a. diajukan oleh Saudara/saudari .............. (perseorangan/ atas nama
kelompok) beralamat di ............

b. diajukan oleh Saudara/saudari .............. (perseorangan/ atas nama
kelompok) beralamat di .............

c. dst.

3. dst.

Setelah dilakukan Kklarifikasi atas seluruh materi keberatan dimaksud hasinya

adalah sebagai berikut:

1. bahwa keberatan terhadap Saudara ............... (Nama Bakal Calon Kepala Desa)
yang diajukan oleh Saudara/saudari .............. (perseorangan/ atas nama
kelompok) beralamat di ............. dinyatakan diterima / ditolak dengan alasan

2. bahwa keberatan terhadap Saudara ............... (Nama Bakal Calon Kepala Desa)
yang diajukan oleh Saudara/saudari .............. (perseorangan/ atas nama
kelompok) beralamat di ............. dinyatakan diterima / ditolak dengan alasan

3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4

(empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
5 Dst.....




10. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa
Pada Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ..iviicnnncnvnsanes
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat I sos 00 NOw 500 TP s IOQE POS v vv o PES e s

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON

KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
I\ (073 10 ) (R
Pada hari inl ..o tanggal ..o 13751 1= ; s QRN TEhUNR ooeen bertempat di .......

berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan
dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105;

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).



Bahwa hasil musyawarah menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
syarat menjadi Calon Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan adalah :

1.

Nama Lengkap

Tempat, Tgl. Lahir/Umur :

Agama

Jenis Kelamin
PendidikanTerakhir
Pekerjaan

Alamat (seusia KTP)

Nama Lengkap

Tempat, Tgl. Lahir/Umur :

Agama

Jenis Kelamin
PendidikanTerakhir
Pekerjaan

Alamat (seusia KTP)

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

---------------------------------------------------------------------------

Kecamatan.............c.........
Kabupaten Kutai Kartanegara

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

---------------------------------------------------------------------------

Kecamatan...........coceeuevenes
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kami sepakat dan menyetujui bahwa bakal calon kepala desa menjadi calon kepala
desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun telah
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ooooooooooooooo

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S Dst.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
CALON KEPALA DESA
Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa
(ceeerrreeeinneens ) (ceeeeeeeeeeeneeens )
Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa



11. Surat Undangan hal Penetapan Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Urut
Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN .....ceccnreccnecneee
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Selrstariat JL. e oo NG v TOID ooy ROUE PO niis DIRBB pusuivis s
................ S .| | N
Kepada Yth
Nomor ] T —
Lampiran : N
Sifat : R a—
Perihal ; Di

..............

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilakukannya penelitian kelengkapan
dan keabsahan administrasi bakal calon kepala desa dari tanggal
........... s/d ................, maka kami selaku Panitia Pemilihan,
mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara
penetapan calon kepala desa dan penentuan nomor urut calon
kepala desa yang akan dilaksanakan pada:

|5 P2 U S

TERIPAL £ .ovscorserronnmnmnsnesnpmennmsnsnmannanmunnststitnsnnisnsvss

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar
Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak
mewakilkannya.

Demikian, mohon menjadi maklum
20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DES
KETUA,
tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

L O b= (PR ———— 5
2. Ketua BPD s ;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa............... ;

4. dst



12. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ..oovvienveennsvensene

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat IL. .....occoee MO o TOID ccssoiie oo ROGEPOB L s DBSBucaiias sviass

BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA PADA

PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAT KARTANEGARA TAHUN ......
NOMOT wvevininiinnnnnnn.
Pada hari ini ........ tanggal e bulan ... TEBUR cuman bertempat di .......

berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan
dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105;

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).



Bahwa berdasarkan hasil pengundian nomor urut Calon Kepala Desa

Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

.... ditetapkan nomor urut

Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Nama LengKap = = = 1 ccccriireririrrriireiicrinriuirenererereireniiennetnisraisensssooseassens
Tempat, Tgl. Lahir/UMUT @ ..oocvniiiiiiiiriiiiiiiiieeeiie et ereaes e iiessnenenesaaaes
YV 7= 2. Y P PP PP
Jenis Kelamin = 1 et et et s s e s e e s e e
Pendidikan TerakKhil 1 it e s s e s e
PEKEIJAAI = 1 eeeeeiieeieceeeeeiei e era e e e e s eaeesesesnaaesans
Alamat (seusia KTP) Dusun.............. RT..covirinnanns Desa ...ccoovvvennienninnnnns

Kecamatan...........cccceueeee..
Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor Urut Do (coerennenn )

2. Nama Lengkap = = = [ i srtee st s e ras s e sanene
Tempat, Tgl. Lahir/UMUT © ..ccooviiirimiiiriiiciicccrriee ettt er e
AZAIMA l eeeeeeeeeeeeiieieniii i eerate st saaa e s s e s ese s e s naeans
Jenis Kelamin 1 et e e e e e
PendidikanTerakKhir = 1 ciiiieieiiiiiiiiiiiiii ettt eeree s s e s enasanenaans
Pekerjaan = = =0 1 et e s e ea e s e s s e e s an s e e
Alamat (seusia KTP) Dusun.............. RT..cvivneennaes Desa .oocucenirecrnciniennns

Kecamatan.........cccocueeeenees
Kabupaten Kutai Kartanegara
NomorUrut @ ... (cenerenene )

3. Nama Lengkap = = et s e s e a s en s
Tempat, Tgl. Lahir/UMUT © ...corieeiriiiiiiciiiicceicrceecceeeet e veesnae s sane s s
7Y - 1 o - P P PP
Jenis Kelamin = 1 it tce e s s e s s aeaees
PendidikanTerakhil = & oeeiriririiiieiicirierieenesiesiastascancenraranressetenissassnnenns
PeKEIJAAN = = I i et erae e nn s en e s e e s eaess e enes
Alamat (seusia KTP) Dusun.............. | 24 N Desa ..cuceverenieniennnnnns

Kecamatan........cccceeuvenenen.
Kabupaten Kutai Kartanegara
NomorUrut = ... (coeeennenns )
4. dst......

Kami sepakat dan menyetujui bahwa pengundian nomor urut Calon Kepala Desa
..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ..... telah dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

A H W N

CALON KEPALA DESA
Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa




13. Berita Acara Verifikasi Identifikasi Foto Calon Kades dan Nomor Urut.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN osscissasscnnssasaonss

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat JI. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa............

BERITA ACARA VERIFIKASI IDENTIFIKASI FOTO DAN
NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
NOTROT .0 comsnmsnnssmsnansas
Pada hari ini ........ tanggal ........ bulan ......... Tahun ....... bertempat di .......

berdasarkan hasil verifikasi identifikasi bersama yang dihadiri oleh Panitia
Pemilihan dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105;

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019Nomo 10 ).



Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi foto dan nomor urut Calon
Kepala Desa .... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun .... ditetapkan
sebagai berikut:

1. Nama Lengkap L eetiereereeeeeesesenetesesantnsrestssastastestnsessastrsniersnrensnrane
Tempat, Tgl. Lahir/UMUT © .cocoiiirriiiriiiiiiiiiieiieieereinreenne s eree e s eeassessensenes
Agama T reeetereeesereetatieeteeracitetaettentatttettttteretterintanarerasstraenens
Jenis Kelamin D eteeereeteensesesrcneeseeseerasanestataststusttacrssstntrstnantanrnennan
Pendidikan Terakhir D eeeeteeereenenseerterienentetesnneereettatatntaatnrionstuototnstsanenas
Pekerjaan D eeeterterreeeteeeeteersneeteeennstrsiesieenastsnosnstniettrieresrrsres
Alamat (seusia KTP) : Dusun.............. RT.covvivieninnas Desa ...ccceuienieniinninnns

Kecamatan..........ccceeueunee
Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor Urut Do (ceeremnane )

2. Nama Lengkap D eeeeeeeeetecteehieateieeentttttasteherttrstrersattnsterertereerats
Tempat, Tgl. Lahir/UMUT : ..coivviiiiiriiiiiiiiiiiiccicrrticrte s een e enaesea e
Agama D eeereeeseessemsesserustestuesectnetnntaserstaeantansansratinstrssnnns
Jenis Kelamin D eeeeeteeeresceteetiniteetetnetaaenaeneatenaertnsaerastastiserarasensnnens
PendidikanTerakhir L ereereecesrecrecneenssnetsntatiastectsenstnstnosronttaststnttrsansrents
Pekerjaan D eeeeeteieeeeereereneetneeteteeneeennetuetnttnntnaranrennssensssarsenss
Alamat (seusia KTP) : Dusun.............. RT..coivniinnnenns Desa ..oevvureninrnnennes

Kecamatan.......................
Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor Urut Doreeeees (creeennenes )

3. Nama Lengkap D eeeeeereereesieaseieitenteteesetesttatasttstreensastnstnsansasanantenins
Tempat, Tgl. Lahir/UMUTI : ..c.coiviiiiiiiiiiiiiriiiierirees e caneseeaeaaeenne
Agama R
Jenis Kelamin T eeeteeterereeseeereneresenssenesansornrerassranrrearansaanratstnnsents
PendidikanTerakhir T eeeeeeeeersesseseeseeieeaentrnreenatntaetenansatestesarsssstsantrons
Pekerjaan D eeeeeeeeeesecestertsetensnenetettetetnsttrtntenenstsstrotsnssesnsssrnns
Alamat (seusia KTP) : Dusun.............. RT...ccoovunenne. Desa ...cccevevneiennninnn.

Kecamatan..........cc.c.coeeueee
Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor Urut Do (ceneenrenes )

5. dst......

Kami sepakat dan menyetujui bahwa foto dan nomor urut Calon Kepala Desa .....

Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ..... telah sesuai dan cocok

setelah kami verifikasi identifikasi dan akan dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S Dst.....
CALON KEPALA DESA
Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa
(eeerermeneennns ) TR )
Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa




14. Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...cocvvreerrnnccronnes
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat JI. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa............

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR .svmmsmsssspmsussnns

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 huruf e Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa, maka perlu menetapkan calon kepala desa yang telah
memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan
Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala
Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3

Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan
dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 105);

. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).

Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ......
(nama desa) Kecamatan...... (nama kecamatan) Nomor........

tanggal ...., ....,201..
MEMUTUSKAN:

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana
tercantum dibawah ini:

Nomor Urut 1 : Nama D eeererecncesenenenenaees
Tempat/Tanggal Lahir : .......cccccoevenennees
Agama D eereeeereeeesneenaenaas
Pendidikan D rereereereraeeneeracaaes
Pekerjaan D e
Alamat D ereererreeercnsanenienns
Nomor Urut2 : Nama D reereereenieaieeeees
Tempat/Tanggal Lahir : .......ccccvvenrnnnnne.
Agama T eeeereerresneenreneennns
Pendidikan T eeeeeerreecsernesnesnnns
Pekerjaan SN
Alamat D rereereererrereeeeae
Nomor Urut3 : Nama D reerecerrececeseereenes
Tempat/Tanggal Lahir : .......c..ccooeevenneeee
Agama D eerteereeceeensesasanens
Pendidikan D rereereeeececresicesanes
Pekerjaan D eteereeeeeeeeeeneereanes
Alamat RN

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana Diktum
KESATU wajib mengikuti tahapan berikutnya;



KETIGA

Keputusan Panitia Pemilihan ini berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di......(namadesa)
pada tanggal .........c.oceeninnnnen. 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)
Tanpa gelar

Tembusan Kepada Yth

Nk wOb

Kepala Desa
Ketua BPD
Masing-masing Calon Kepala Desa

Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong,
Panitia Pemilihan Kabupaten di Tenggarong.

........ /Pj. Kepala Desa ........



15. Berita Acara Hasil Penjaringan Apabila Perlu Perpanjangan Waktu Penjaringan
Bakal Calon.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ....cocvvccnnesenccoene

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat J1. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa............

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
NOYROT scosuvvmnsuusmmss
Pada hari ini ........ tanggal ........ 1151 £ | o R Tauty s bertempat di .......

berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan
dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234};

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105;

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).



Bahwa berdasarkan hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa yang terdaftar
belum memenuhi ketentuan jumlah Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua)
orang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10
Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian
Kepala Desa, sehingga waktu penjaringan Bakal Calon Kepala Desa perlu
diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari kerja mulai dari tanggal ...... s.d ..... bulan
...... tahun .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
5 Dst




16. Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Setelah Perpanjangan
Waktu Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...cccovicccnncccaeccnee

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sebietafiab L. oo MO eox TR v cipirsyny ROBBEDE i assiss LIS usassamam

BERITA ACARA MUSYAWARAH HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA
DESA SETELAH PERPANJANGAN WAKTU PENJARINGAN

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
NODIOE wusvuusensosssussnsss
Pada hari ini ........ tanggal ........ 171 F s g Tahm coee bertempat di ....... telah
melakukan pembahasan hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ..........
Kecamatan .............. setelah perpanjangan waktu penjaringan bakal calon, rapat

musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan dengan berpedoman
pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

o

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

>

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

@

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105);



Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).

bahwa berdasarkan pelaksanaan perpanjangan waktu penjaringan bakal calon

kepala desa yang dilaksanakan mulai tanggal

s/d

maka terdapat Bakal

Calon Kepala Desa yang dapat mengikuti tahapan berikutnya sebagai berikut:

1.

Nama Lengkap

Tempat, Tgl. Lahir/Umur
Agama

Jenis Kelamin
PendidikanTerakhir
Pekerjaan

Alamat (seusia KTP)

Nama Lengkap

Tempat, Tgl. Lahir/Umur
Agama

Jenis Kelamin
PendidikanTerakhir
Pekerjaan

Alamat (seusia KTP)

3. dst

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

----------------------------------------

ooooooooooooooooooooooo

Kecamatan.......................

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooo

Kabupaten Kutai Kartanegara

---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

...........................................................................

---------------------------------------------------------------------------

ooooooooooooooooooooooo

Kecamatan.......cceceeuu........

----------------------------------------------------------------------------

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kabupaten Kutai Kartanegara

Para Bakal Calon Kepala Desa Tersebut diatas telah tercatat dalam register
pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

seesscsccscssence 9 eseces yecces 9.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S Dst




17. Berita Acara Tidak Terdapat Bakal Calon Kepala Desa Setelah Perpanjangan
Waktu Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...ccvvesvssssessasssess

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat JI. ...........No. ... Telp..............., Kode Pos .......... Desa............

BERITA ACARA MUSYAWARAH TIDAK ADA BAKAL CALON KEPALA DESA HASIL
PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA SETELAH PERPANJANGAN WAKTU

PENJARINGAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
NOIOE ..ovcovsvssscimmvasen
Pada hari ini ........ tahgpal oo bulan ......... TR, sissse bertempat . di ....... telah
melakukan pembahasan hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ..........
Kecamatan .............. setelah perpanjangan waktu penjaringan bakal calon, rapat
musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan dengan berpedoman
pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539} sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105;

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).



Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan penjaringan bakal calon kepala desa setelah
perpanjangan waktu yang dilaksanakan pada tanggal ....... sampai dengan tanggal
..... bulan ..... tahun ....., tidak terdapat orang yang mendaftar/ bakal calon kepala
desa tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-
undangan sehingga tidak dapat mengikuti tahapan berikutnya.* )

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 KETUA

2 SEKRETARIS

3 ANGGOTA

4 ANGGOTA

S Dst.....
Keterangan:

*)pilih salah satu hasil penjaringan bakal calon setelah perpanjangan penjaringan.



18. Surat Undangan hal Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ....eiveecrrnecnnes
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat J1. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... 1B —
................ RSO . & [N
Kepada Yth
Nomor L
Lampiran .
Sifat T
Perihal Di

Dengan hormat,

Sehubungan bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih
dari 5 (lima) orang, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa, kami selaku Panitia Pemilihan
mengundang bakal calon kepala desa untuk mengikuti seleksi
tambahan yang akan dilaksanakan pada:

2 < e T —

FEIMPAL | .o messisrmasiiions sisss arsamiamaa i

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar
Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

................... R — | | T

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat ........

2. Ketua BPD

3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa............... .

4. dst



19. Surat Undangan hal Penentuan Jadwal, Tata Cara Pelaksanaan dan hal — hal
yang dilarang dalam Kampanye Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN .....ccocveeeerccencees
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat JI. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa............
................ TS .| e
Kepada Yth
Nomor : : R —
Lampiran : D sconnimanninismmnsmminasa
Sifat : Fssravrvussrsusmnmnmn
Perihal = Di

--------------------

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya kampanye calon kepala
desa, kami selaku Panitia Pemilihan mengundang
Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam Rapat Penentuan Jadwal,
Tata Cara Pelaksanaan dan hal - hal yang dilarang dalam
Kampanye Calon Kepala Desa, yang akan dilaksanakan pada:

HATL " .o isisissiiisio i S a s e SRR A

TEIODEL ¢ svmammre s s i s s

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar
Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.
................... TR NTRRTIPAPITREEIG /.. | N

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1: Camar cusssvassssamnos :
2. Ketuny BP D ovsvissovsssosissn 3
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa............... :

4. dst



20. Tata Cara Pelaksanaan dan hal — hal yang dilarang dalam Kampanye Calon
Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........

KECAMAT AN .consassossssassoscens
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat JI. ...........No. ... Telp..............., Kode Pos .......... Desa; s

TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 42

(1) Untuk mengenal visi, misi serta program pembangunan Desa yang akan
dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan memberikan waktu
untuk melakukan Kampanye.

(2) Calon Kepala Desa harus menyerahkan program visi, misi secara tertulis
kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan
Kampanye.

(3) Isi program pembangunan Calon Kepala Desa mencakup program
pembangunan jangka menengah 6 {enam) tahun dan program pembangunan
jangka pendek 1 (satu) tahun.

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip
jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

(5) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(6) Sebelum dilaksanakan Kampanye, masing-masing Calon Kepala Desa
melaksanakan ikrar bersama untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan
keamanan selama kegiatan pemilihan.

(7) Ikrar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan dengan
dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat
dengan disertai Berita Acara lkrar yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau
Penjabat Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan, Ketua BPD dan masing-masing
Calon Kepala Desa.

(8) Kampanye Calon Kepala Desa dilakukan sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat Desa setempat.
Pasal 43

(1) Dalam melakukan Kampanye, Calon Kepala Desa dapat dibantu oleh tim
Kampanye.

(2) Daftar tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
diserahkan oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.



(2)

(3)

{4)

()

(1)

Pasal 44

Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka dan dialog;

c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

d.

pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang
ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan

e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b Calon Kepala Desa harus menyampaikan Visi dan Misi bila terpilih
sebagai Kepala Desa yang bersesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tujuan yang ingin
diwujudkan Kepala Desa dalam jangka waktu masa jabatannya sebagai
Kepala Desa dan kemudian dituangkan dalam Misi yang berbentuk program-
program kegiatan.

Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dengan mempertimbangkan etika,
estetika, kebersihan, dan keindahan Desa setempat dan alat peraga Kampanye
tersebut harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan suara.

Pasal 45

Dalam Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa
yang lain;

d. melakukan Kampanye yang dapat menghasut, memfitnah dan mengadu-
domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau
Calon Kepala Desa yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala
Desa yang lain;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan,

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa

lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang
bersangkutan;

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
Kampanye;

k. melakukan pawai/konvoi baik berjalan kaki maupun dengan kendaraan di
jalan raya; dan

1. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan.



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
a. Kepala Desa;

b. Perangkat Desa;

c. Anggota BPD; dan

d. Aparat Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 46

Tim Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila Tim Kampanye melanggar larangan walaupun
belum terjadi gangguan; dan/atau

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di
suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan
yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Sanksi dan penghentian Kampanye dilakukan oleh Panitia Pemilihan
berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan setelah
berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten melalui
Camat.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil
rapat Pleno Pemilihan Kepala Desa yang dibuat dalam Berita Acara Rapat yang
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 47

Pengaduan atas pelanggaran Kampanye Calon Kepala Desa disampaikan
secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai bukti-bukti pelanggaran dan
identitas lengkap pengadu.

Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten segera
menindaklanjuti pengaduan dan memberikan tanggapan secara tertulis.

Demikian Tata Cara Pelaksanaan Kampanye Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor ... Tahun ..., untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

................... R 21 I

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)



21. Bentuk Contoh Tanda Bukti Pendaftaran.

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama L eteeeeetererenteneeeteneeentenerarenarennernssnstnsians

Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir/Usia @ ...,

Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan

Alamat © e eeeteeneeetereeeenrenenetaereraroresassersrasnnes
Desa ..ccoeveveenennnns Kecamatan ............

Kabupaten Kutai Kartanegara

Telah didaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

......................................... » 20.
Petugas Pendaftar Yang didaftar
(Nama Terang) (Nama Terang)
*untuk Petugas
Nomor :
TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa L eeteereceteecntieteetetesetestatentatentansiesrsons
Kecamatan D eeteeeeieteateniatietiiettrrearteatrreseensonensones
Kabupaten D eeeetteeenenenenceeuseenentasesnensionseserstncnsnenenes
Telah melakukan Pendaftaran atas
Nama D e eeteteteiteecececeeerencescanatesereasasasatsasareroes
Tempat, tanggal dan tahun lahir/Usia ..o,
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan
Alamat D eereeececeriecncecesensaserensncatacanontessesionenases
Desa...ccovvvinnnnee. Kecamatan ............

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepada yang bersangkutan berhak untuk mempergunakan Hak Pilihnya dalam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Petugas Pendaftar Yang didaftar

(Nama Terang) (Nama Terang)

*untuk yang didaftar



C. Format Surat-Surat
1. Surat Permohonan Pendaftaran Calon Kepala Desa

............... s eeesesnsnsenanneess20
Kepada

Yth. Panitia Pemilihan

Kepala Desa ....c.ceoevuinernniennnnes

di-

..............................................

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN KEPALA DESA
Saya yang bertanda-tangan dibawah ini,

Nama Lengkap D eetreteerieeeeesseesetntinttutettrattaeareereeresbistbesheenesraaenrenns
Tempat, Tgl. dan
Tahun Lahir/Umur D eteterierieeseeseresteetuetterteereetesesnesassassnstretntnssansenrnn
PendidikanTerakhir D teeteteeresreserasesesstestsenersteosettrsastassssnntantastnsssensrnranns
Agama D etetreeeeeeeeeetetseneetstnseseseceracnoncsstssesstssntnsnentararacersans
Status Pernikahan D eeeresresssessrssessrieiesie ettt st
Alamat (seusia KTP) : Dusun.............. RT..ccoveniinenen. Desa  .ocvereereiincnnnen.
Kecamatan = .....ccvvvivrnneene. Kabupaten Kutai
Kartanegara

Dengan ini melakukan permohonan untuk mengikuti penjaringan sebagai
calon Kepala Desa, DESaA ......cccoveveveenirnecnnnnnns Kecamatan ......cc.cceeeevveeveneiennnncnens
Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melengkapi persyaratan saya sertakan bahan
sebagai berikut:

No. Persyaratan Jumlah | Ket

1 | Surat Pernyataan Sebagai Warga Negara Republik Indonesia | ...lembar

Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa | . Jembar

Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan
3 | Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara | ...lembar
Republik Indonesia Tahun 2045;

4 | Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa | . jembar

5 |Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus atau

Anggota Partai Politik ...lembar

Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala
6 |Desa Selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-| _lembar
turut baik didesa maupun diluar desa (Tulis Tangan).

Surat Pernyataan Siap mengundurkan diri sebagai
7 | karyawan Perusahaan apabila terpilih sebagai Kepala Desa | ...lembar
(Tulis Tangan)

Surat Pernyataan Siap Bertempat Tinggal dan menetap di
8 | Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa (Tulis | lembar
Tangan)

9 | Foto Kopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat

yang berwenang. ...Jembar
10 | Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta lembar
kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
11 | Asli Surat Keterangan Tidak Menjalani Hukuman Pidana lembar

Penijara dari Pengadilan Negeri setempat.




12

Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan
tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5
(lima) tahun dari Pengadilan Negeri;

...lembar

13

Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan
keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;

...Jembar

14

Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Berkemampuan
secara Rohani dan Jasmani serta Bebas dari Narkoba dari
Rumah Sakit Umum Daerah setempat

...lembar

15

Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian
setempat

...Jembar

16

Daftar Riwayat hidup

...lembar

17

Past photo ukuran 4 x 6 berwarna 4 (empat) lembar

...Jembar

18

Bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali menjadi Bakal
Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan nomor 1
sampai 17 wajib memenuhi persyaratan dibawah ini:

a. Menyampaikan laporan akhir masa jabatan periode
yang sebelumnya yang dibuktikan dengan melampirkan
Asli Laporan Akhir Masa Jabatan.

b. surat permohonan cuti Kepada Bupati.

c. surat cuti dari Bupati

...lembar

19

Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal
Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan nomor 1
sampai 17 wajib memenuhi persyaratan dibawah ini:

a. surat cuti dari Kepala Desa (dalam hal Kepala Desa
tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3 hari
setelah permintaan cuti dari Perangkat Desa
disampaikan kepada Kepala Desa, maka dianggap yang
bersangkutan sudah mendapat ijin dari Kepala Desa;

b. surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai
Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;

c. surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan
tugas di bawah kepemimpinan Kepala Desa Terpilih
apabila tidak menjadi Kepala Desa Terpilih.

...lembar

20

Bagi BPD yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon
Kepala Desa selain memenuhi persyaratan nomor 1 sampai
17 wajib memenuhi persyaratan dibawah ini:

surat pengunduran diri sebagai anggota BPD.

...Jembar

21

Bagi Pegawai Negeri Sipil/ASN yang mencalonkan sebagai
Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan
nomor 1 sampai dengan 17 juga melampirkan surat izin
tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.

...lembar

22

bagi anggota TNI/Polri yang mencalonkanBakal Calon
Kepala Desa selain memenuhi persyaratan nomor 1 sampai
dengan 17 juga melampirkan surat mengundurkan diri dari
keanggotaannya sebagai TNI/Polri sesuai dengan Peraturan
Perundangan yang berlaku.

...Jembar

23

Visi Misi Calon Kepala Desa

2 Rangkap

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pemohon

Materai 6000




2. Surat Pernyataan Bertagwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama D etreeetereeesecesesssesestetetntartsncsosersaensarrnans
b. Jenis Kelamin L eetterteseneerneressteiteretesttsenreearesnrnrtanrnnns
c. Tempat, Tanggal Lahir D it eeeesecsssessenessessereneasentnsnrnancesnenonsassasas
d. Pekerjaan D e eeteeteeteeeneeneneaenetaaraetnestesiretnetrteneraenns
e. Status D tteeesteseaseneeeseseasstttasssesrasrnrersaronsansensanns
f. Agama L eeteeseenteneseeeteetettstastestesasestattasassresninns
g. Alamat Tempat Tinggal  : ....coooriiiiiirii,

Menyatakan dengan sebenarnya bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai
dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagai persyaratan calon Kepala Desa

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Kepala Desa ........
Kecamatan .....cceeeueeeerenreeceeeeecnscsrensnnens

tanda tangan & materai 6000

(NAMA LENGKAP)



3. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan
Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka

Tunggal Ika

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama L eretceseeriieieentateererirtietisieassisnsasarsnornan
b. Jenis Kelamin L e eteeteereerreeeenstue e oetueeatetattaestatastuses
c. Tempat, Tanggal Lahir § eeeeeeesernsessieennteniettistastaretarsserstanssarosnrene
d. Pekerjaan § eeeeeeeeeeneeruetuienuestaetrtssasaaesessanstnastanans
e. Status D eeeetenieniriceereietheeraeretsiesebsantanraeaens
f. Agama D eetterreeerree ettt e e e ran e eaneeennaas
g. Alamat Tempat Tinggal & ..cccoreeeirieniiimiiiiiiccnererreeeee e eeaes

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan selalu memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Kepala Desa ........
Kecamatan ....c.c.coeceeeuverivvnnrcvenncnnnnnnes

tanda tangan & materai 6000

(NAMA LENGKAP)



4, Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali Masa Jabatan

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama T heeeeereesceesecateseecneaietetsttsncntattnsaesnensnnsenas
b. Jenis Kelamin  eeeereeesteeraeeeneeenaeeneenaeraareriasaesansserssnneen
c. Tempat, Tanggal Lahir ...
d. Pekerjaan D eeteereeerereseesserensenesntrnstnetenserstnetnestiernns
e. Status D eteeeecuciseesecsetisateiticastttitatasatatenransnnneans
f. Agama D eeeeteeseeseeeseetastietietesussiesttnsastasererenstons
g. Alamat Tempat Tinggal L eeeereerereieeeeetaeeererta e rseeteatta e s eeeaenaaaas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai
Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Kepala Desa ........
Kecamatan .......coeeeeenceiennninennniinnnnnnns

tanda tangan & materai 6000

(NAMA LENGKAP)

Catatan : Ditulis Tangan



5. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama D eteerereericeseereeutntiratieeetrbetaotestansasasanan
b. Jenis Kelamin D ereeetieeneecnesastattn ettt e tererresasaasrnrents
c. Tempat, Tanggal Lahir D e teeteertetriaeeeneeneneereanaenatniessastbeteresiaotes
d. Pekerjaan D eeeteeteertaereeeane e rereneeneesnessassaresenssans
e. Status D reteteeiereeensetenern ettt iretiesbernesrasanns
f. Agama D eettertreeeeereeseettasenseernsrntensenstasanseaerans
g. Alamat Tempat Tinggal D eteeereereeseseetusiusiisietussisrnsantatsasensrasanianes

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala
Desa ..cceuevvuniinninnnnee Kecamatan ........cc.cceueeen. Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
......... dan tidak akan mengundurkan diri selama masa pencalonan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Kepala Desa ........
Kecamatan ......c.cceceveecinirieccnniinnnnnnnnes

tanda tangan & materai 6000

(NAMA LENGKAP)



6. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Atau Anggota Partai Politik.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJADI PENGURUS ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama © eeeeeeeerereeteessetettateetieatreterietsestntnonsrnrans

b. Jenis Kelamin D ereeeeereereereetesetetateareenetretastarrreratnasans
c. Tempat, Tanggal Lahir ...,
d. Pekerjaan D e eeetteeeseesereettestesenestreaeenesenstnsensanssennas
e. Status L teeeretereeesseseeasieracetonstnssnssneseniensenirnen
f. Agama D e eeeeerrereeeeeeseteeeneeatnestestsennetaeternstaniens
g. Alamat Tempat Tinggal @ ....oooiirriiiiiriiiin e

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menjadi Pengurus atau
Anggota Partai Politik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagai persyaratan calon Kepala Desa

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Kepala Desa ........
Kecamatan ......cccoceceeccerivrnvennnceriencnnnne.

tanda tangan & materai 6000

(NAMA LENGKAP)



9. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA

A.Data Pribadi

Nama Lengkap

NIK

Usia

Alamat Tempat Tinggal

Email
Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan®)

Status Perkawinan Kawin /BelumKawin /Pernah Kawin *)

Agama

NPWP

Hobi

MotoHidup

B.Riwayat Pendidikan**)

Pendidikan Formal

Jenjang Institusi Tahun {masuk- lulus)

Pendidikan Informal

Jenjang Institusi Tahun

C.Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan Institusi Tahun




D.Pengalaman Organisasi**)

Jabatan Institusi Tahun

E.Publikasi **)

Judul Tahun Terbit

F. Penghargaan**)

NamaPenghargaan Institusi Tahun
G.DataKeluarga
HUBUNGAN NAMA PEKERJAAN
KELUARGA
Istri/Suami
JumlahAnak
Anak 1. ...
2. ...
3.dst
Ayah
Ibu
Jumlah Saudara
SaudaraKandung 1.
2.
3.dst
AyahMertua
Ibu Mertua
Menantu 1.
2.
3.dst
Ipar 1.
2.
3.dst
Paman 1.
2.
3.dst
Bibi 1.
2.
3.dst




H. Lain-lain: ...ceeeeeeiieeiereimciorereoieriermsiornesosersosssssssssesaesossssscessssssssssssasesssosssssens

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimanamestinya.

ooooooooooooooo gecccccccsessescssccvonvece

Yang Membuat pernyataan, Calon

Calon Kepala Desa

Materai

Keterangan :
*)coret yang tidak perlu

**) dimulai dari tahun yang lebih awal



10. Surat Pernyataan siap bertempat tinggal dan menetap di Desa setempat

SURAT PERNYATAAN SIAP BERTEMPAT TINGGAL
DAN MENETAP DI DESA SETEMPAT
APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama D eeeeeeeecesecsessessecsacittetetinsiasitansteenennrnsnaens
b. Jenis Kelamin D eeeerneeneeraeseesecneetaeeeeaeaatnessrnsenstenssennes
c. Tempat, Tanggal Lahir © eeteereeneenseceseretattaieterierretatteterrertentenrrane
d. Pekerjaan T eeteeeeeceseeerssssetsetussttisaseirasstsneretsensastnnns
€. Status D eeeetereeeneeeresereesittuststasnssassastnsasneraenns
f. Agama § eeeserreiereriernet et taiirert e erarearaeeanneannans
g. Alamat Tempat Tinggal  : ...cociriiiiiiiiimiiiiiiir e

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya siap dan bersedia menetap dan
bertempat tinggal di Desa ................ Kecamatan .............. sampai akhir/selesai
masa jabatan saya terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengansebenar - benarnya dan saya
bersedia menerima segala tindakan sesuai denganperundang - undangan dan
ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari terbukti Pernyataan saya ini tidak
benar.

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Kepala Desa ........
Kecamatan .....c.ccoeeceeeccevvvniiiieennicnneannns

tanda tangan & materai 6000

(NAMA LENGKAP)

Catatan : Ditulis Tangan



11. Surat Pernyataan siap mengundurkan diri sebagai karyawan perusahaan

SURAT PERNYATAAN SIAP MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI KARYAWAN PERUSAHAAN
APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama D eeeerterereceseietntnteteteieitttteitsararaenerenanans

b. Jenis Kelamin D e eeieereeeseceesententeetieieeittatereerseresancensens
c. Tempat, Tanggal Lahir D e eeeeemeeeeeeeeeeneeneeeenetnesnestatinentaesnsaanaaes
d. Pekerjaan L eeeeeeeeeereaeseretnetitsaesaesaesshuesaretasssrnssas
e. Status D eeerneensenseesaeateteetiirstnsansensastnetnsnstananns
f. Agama D et e e e e e e aeaaaas
g. Alamat Tempat Tinggal  : ....coiviiiiiiiiiciiiiiine e

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya siap dan bersedia mengundurkan
diri sebagai karyawan perusahaan apabila terpilih dan dilantik menjadi Kepala
Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar — benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Kepala Desa ........
Kecamatan ......cccovveveeirirnniiiinecinnnennnns

tanda tangan & materai 6000

(NAMA LENGKAP)

Catatan : Ditulis Tangan



12. Surat Pernyataan Siap Menang dan Siap Kalah (setelah ditetapkan menjadi

Calon Kades)
SURAT PERNYATAAN SIAP MENANG DAN SIAP KALAH
CALON KEPALA DESA ............. KECAMATAN ...............
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2019

Demi sukses dan lancarnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ........... Kecamatan

................... Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, Kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

1. Nama D eeteereceseererietachieieereiettsaersasettntaesnenesnns
Jenis Kelamin © eeereeeestestreetecteetnetenennetassassnnseantantansaarte
Tempat, Tanggal Lahir (Umur) : ....ccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiieiicneeenceneeieeneee,
Pekerjaan D eeeeeetetreenarnarrtteenesnstrsansesnerstnsansanen
Status D hereereractieeeiiecraaetaestttastesasetssrsnststsans
Agama D eereereereeeieiiieiriera e ea e ra e s sasanaanas
Alamat Tempat Tinggal N

2. Nama D eeeeeeteetteieereretsieteessasensasnstsnsanterastnns
Jenis Kelamin D ereereesetsieeeetneinttetrientansriatsnsanstnesnsansrens
Tempat, Tanggal Lahir (Umur) : ....cccoiiiiiiiiiiiiiiriiccrencce e
Pekerjaan D eeeereereeretiieerterierasttssttatsaatasiesrsnesissnns
Status L ereereeeteiiieraieieresrariessttatsnasrssrsantansaen
Agama SN
Alamat Tempat Tinggal T eeeeetereerestnstestestirentestesenseosnssnstesnsnrans

3. Nama L et ee e e e e s an s ensaanas
Jenis Kelamin PPN
Tempat, Tanggal Lahir (UMUT) : ..coooeiiieiiiiiiiiiiiieincineiiectnecennnees
Pekerjaan PP
Status D eeereteeetireretrtsasssaseetasaeetasesisasrssnrenens
Agama D eeeereerriiie ittt et et sas e e saranenns
Alamat Tempat Tinggal L ettt et ra s ra s e s raesaa s ansenaa e

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami bersedia melaksanakan dan mensukseskan Pemilihan Kepala Desa ...........
Kecamatan .........c.cc..e.ee Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 secara

Damai, Jujur dan Adil berdasarkan Prinsip - Prinsip Demokrasi dan Ketentuan
dari Panitia Pemilihan Kepala Desa ..............

2. Kami bersedia saling menghormati keberadaan dan kebebasan masing — masing
setiap Calon dan senantiasa menghindari segala motif dan bentuk kekerasan.



3. Kami bersedia menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dengan
musyawarah/mufakat atau dengan Prosedur dan Mekanisme Hukum sesuai
dengan Peraturan Perundang — Undangan yang berlaku.

4. Dalam melaksanakan Kegiatan Penyampaian Visi, Misi dan Program kepada
warga akan disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, mendidik, bijak,
beradab dan tidak provokatif serta senantiasa mengutamakan Persatuan dan
Kesatuan demi terciptanya suasana aman, tentram dan tertib.

5. Kami bersedia mengedepankan Kepentingan Bersama demi suksesnya Tahapan
Pemilihan dengan selalu bertindak sesuai ketentuan, kapasitas secara rasional,
proporsional dan professional.

6. Kami bersedia menerima dan mengakui Hasil Pemilihan Kepala Desa .......
Tahun 2019 dengan sadar dan penuh tanggung jawab, apapun Hasilnya Siap
Menang dan Siap Kalah dengan semangat Kompetisi yang Sehat dan
Demokratis.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur
paksaan dari Pihak manapun dan apabila kemudian hari ternyata Pernyataan ini
tidak benar maka kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang — Undangan yang berlaku.

..................... S~ § S
Yang membuat Pernyataan,

Calon Kepala Desa dan Nomor Urut :
1. Calon Kepala Desa 2. Calon Kepala Desa

tanda tangan & materai 6000

3. Calon Kepala Desa 4. Calon Kepala Desa
(TR ) (R )

Saksi

Rt
2 reiiceeeee riveaeeeen
U
Qe oiiiiiieeeee D v

Mengetahui :

Ketua BPD .......... Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa



13. Surat Pernyataan Damai Calon Kades (setelah ditetapkan menjadi Calon
Kades)
SURAT PERNYATAAN DEKLARASI DAMAI

CALON KEPALA DESA ............. KECAMATAN ...............
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama § ereeeeeetieiceeticutitrsttrentatatasateaaaasnsaenrnns
Jenis Kelamin L eeeeeeertereeeenetteeeeestssasanstrstresensrrerassnronns
Tempat, Tanggal Lahir (UmMuUr) : .....cccoceciiiiiiiiiiiiiiiiininireneeeeeeeeenanenes
Pekerjaan D eereereereesreneraersaseetisenesaeeussbesanssarernnnns
Status D eeeereeecereeetaeetaraeeniaratesesraeneeaenssrssans
Agama D eeieeteeeieriirett e earasae st et e n e s raanes
Alamat Tempat Tinggal D eeeeneererec e ra e a s a e sa e aaae s

2. Nama D ereeeeneneeerienitartrteresntseansaisasntensanerne
Jenis Kelamin T eeeereeteeserneieeneenereaerneaaaeneeranaennernassenase
Tempat, Tanggal Lahir (UmMur) : ....covviiiiiiiii e
Pekerjaan PPN
Status D e eeereeteeitibe it st tstesaesnesassisnsasensrnes
Agama D eeereretereietreraerietiesrerasatetretaensaresnenaraes

Alamat Tempat Tinggal L eeeeeeeneenieieeaeteretneneteenesnsanraasaasannaens



3. Kami bersedia menjaga silaturahmi dan menghormati masing — masing Calon
Kepala Desa dalam melaksanakan Kegiatan Kampanye sesuai dengan Peraturan
Perundang - Undangan yang berlaku.

4. Tidak melakukan Praktek Jual Beli Suara, Manipulasi Suara dan Penyuapan

kepadaPemilih dan Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa ............ dalam bentuk
apapun.

5. Kami Para Calon Kepala Desa bertekad untuk Siap Menang dan Siap Kalah
dalam Pemilihan Kepala Desa ........... Kecamatan ................... Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2019.

6. Kami Para Calon Kepala Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa ........... Kecamatan

................... Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 tidak akan melakukan
Pelanggaran Hukum baik Pidana, Perdata maupun Pelanggaran lalu lintas dalam
kampanye ataupun Tahapan Pilkades lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur
paksaan dari Pihak manapun dan apabila kemudian hari ternyata Pernyataan ini
tidak benar maka kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang — Undangan yang berlaku.

..................... y cereeneenneeensenseneens 2000,

Yang membuat Pernyataan
Calon Kepala Desa dan Nomor Urut :

1. Calon Kepala Desa 2. Calon Kepala Desa

tanda tangan & materai 6000

3. Calon Kepala Desa 4. Calon Kepala Desa
(T ) ((eeeremremmreenaees )

Saksi

R
R
5 Ut
Qe oeeiiiiiiiiees D dererieeeens

Mengetahui :

Ketua BPD .......... Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa



14. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Tuna Netra/Penyandang
Cacat/Halangan Fisik lainnya)

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama D eeeeereeeeeeseceieeresaetctitttethettotsattntastirnranes
b. Jenis Kelamin D ereeeeeeeeeseseeneenituienienittnsenseantantrrseninreres
c. Tempat, Tanggal Lahir ..o
d. Pekerjaan D e eteeeeeeresrerenstienetetetieatsanseaserernnransras
€. Status D eereereeeeceeeretraie i earaa et e raestarebsrnnans
f. Agama SN
g. Alamat Tempat Tinggal ...

Nama ! eeeereccnserecnscrnserensataoseasesansansenne
Nomor Urut DPT  etereereeecesrateecneentatentenranenratanrans
TPS L eteteereeereerncnetrererenesenranensannnsnns
Desa L eeeteeseeateeenterteeentanraranranrrraenanes
Kecamatan D eeeerecresententeneesnctactncsnacnnensennenas

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih sebagaimana dimaksud di
atas dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa ....... Kecamatan
........ Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun .....dan bersedia menjaga kerahasiaan
pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila
dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala
tuntutan hukum.

Mengetahui L 5 eeenreseesecnsenceenes ,20...
Ketua Panitia Pemilihan Yang Membuat Pernyataan



15.Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa

SURAT KUASA

NOMOR ..ovviriivieenenns
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama  ieissecressressnsesesacteetasterannsens
Tempat/Tanggal Lahir : ......cccoeevieieiiiiniiinincnneen,
Alamat D eteeeesessssessssesennerenanasesnranans
Nomor KTP D heteteeseeneeeteacsaseneeiassnransenneas

MEMBERI KUASA
Kepada

Nama D eeesesssenesesenstesanesasnnnrennnnsens
Tempat/Tanggal Lahir : ........ccoeiriiimiiiiinieiiiiinnnnn..
Alamat D eteeeessescessecesensenesnensrasnacnens
Nomor KTP D eettestesecnecncensenesteernetnennnenes
Nama D tetresssesteensesssenanieanseacsnnons
Tempat/Tanggal Lahir : ......cccooiiiiiiiniinnnnn.
Alamat D eerereesrieressensenseencensereennenacns
Nomor KTP D eeeeeeneeeseescesessenasenscnssasennrens

Untuk bertindak atas nama saya sebagai saksi dalam pemungutan suara,
perhitungan dan penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak,
dengan segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili

saya menjadi beban saya.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa

1. Saksi,

Nama dan tandatangan

2. Saksi,

Nama dan tandatangan

Yang memberi kuasa

(nama dan tandatangan)



D. Format Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

1. Surat Undangan hal Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon
yang Memperoleh Suara Terbanyak.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ..ccovevresnssansanses
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

St Sekretariat JI. ..........No. ... Telp................Kode Pos .......... Desa............
................ porvanewnveresseg Bl ssceas
Kepada Yth
Nomor : b scevnemenmanmess
Lampiran : T~
Sifat . . R ——
Perihal : Di

--------------------

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya pemungutan, penghitungan
suara dan penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara
terbanyak, kami selaku Panitia Pemilihan mengundang
Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam pelaksanaan Pemungutan,
Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa yang
Memperoleh Suara Terbanyak, yang akan dilaksanakan pada:

o111 5. 1 TN

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar
Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.
................... USROS ) S

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

L, Caal ..oommssesssnienns :
2, Ketua BPD ..cocmvsnisssssonsas 3
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa............... -

4. dst



2. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat JI. ...........No. ... Telp.............

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Desa mengundang Saudara/i
................................................... (L/P*) No.Urut dalam DPT : .........., NIK/Identitas lain
....................................... untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20.... yang akan dilaksanakan pada :

H ari/Tanggal

Pukul : 07.00 s/d 13.00
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ......... Desa/ Kelurahan. .....oessmmsveses
X = 7 s
Tata cara pemberian suars : PANITIA PEMILIHAN DESA
- Coblos pada nomor urut atau foto oSl

Catatan :

-Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
-Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

D oo gunting disini
Yang menyerahkan Yang Menerima llgamre)xpf;emﬂih B crosssmmmmmmansanmens (L/P¥)
o. T
Ditertna Tel: & ccuscmaemsmmesvemnvennsnnens
e T I T

Nama Jelas Nama Jelas



3. Berita Acara Surat Suara dan Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...covvvrcnernnnenee

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat T oo ocsevne NOYewe TBID conounnic vy NOBEROB .ou visvive IIESBiss svwiasins

BERITA ACARA SURAT SUARA DAN
KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......

Pada hari ini ...... tanggal ...... bulan o tahun ....... kami yang bertanda
tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa ......... KeCamalan ...owee telah
menyelesaikan Penyiapan Surat Suara, TPS dan Kelengkapan Pemungutan Suara,
bahwa Penyiapan dilaksanakan mulai tanggal ..................... G
20sass , terdiri dari :

1. Surat Suara N e AR ) Lembar

2. Surat Suara Cadangan 8 cmpmmasEmm [R— ) Lembar

3. TPS S, {conenenen )

4. kotak suara o, L )

5. bilik suara § s —— )

6. meja dan kursi D s (cereeene. )

7. papan pengumuman N SRR [ Em— )

8. alat pencoblos dan bantalan - (coveenen )

9. papan untuk menghitung jumlah suara : ...............  (— )

10. tinta i RO (—— )

11. kelengkapan administrasi Y s vans (corenenes )

12. DPT S SRR P )

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ........cocu.....
KECAMATAN ...ooevveevevvnnnnnnn.

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA

2 SEKRETARIS

3 ANGGOTA

4 ANGGOTA

S Dst.....




4. Berita Acara Penggunaan Surat Suara Cadangan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ....coeevvnrvnnsannnns

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretaiiat J: voveisins N0 TP soase; KOIBPOR svovsvnsn Desa s cuuinss

BERITA ACARA PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA .....

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
i [0 10 Lo | R —————
Pada hari ini ...... tanggal ...... bulan ...... 57 1) 1 QP kami yang bertanda
tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa ......... Kecamatan ........s.. telah
menggunakan Surat Suara Cadangan sebanyak ....... S )} lembar untuk

mengganti Surat Suara yang rusak dan yang keliru dicoblos.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .................

KECAMATAN .o
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S Dst.....
SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA ........c.c......
KECAMATAN ..
NO NAMA SAKSI/KUASA DARI TANDA TANGAN
1
2
3
4
S Dst.....




5.

Berita Acara Rapat sebelum Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ..ccccevnnsnnconncssssens

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat JI. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa............

BERITA ACARA RAPAT SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
NOMIOT ocossussivioszsmmanns
Pada hari ini ... tanggal oo bulam ...cieeus Tahuit .o bertempat di .......

berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Membuka Rapat Pemungutan Suara.

2. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak surat suara,
mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, menghitung jumlah setiap
jenis dokumen dan peralatan yang terdiri dari :

a. Kotak Suara S s e e buah
b. Surat Suara S 08 lembar
¢c. Cadangan Surat SUarfl @ ....c.cec-cesescensmonns lembar

3. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara
benar-benar telah kosong.

4, Memperlihatkan kepada pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat
suara masih dalam keadan disegel.

5. Mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tujuan pemberian suara
dan cara memberikan suara yang benar pada surat suara.

Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud diatas

yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa ........

Kecamatan ... Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ............. telah

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S dst




KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S |dst

Saksi Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa No.Urut Calon Kepala Desa No.Urut
((eoveremmemmcrnenneennenens ) (R )
Saksi Calon Kepala Desa No.Urut Calon Kepala Desa No.Urut
(ceeerereemeriereetananne, ) (ceeeremremieeereienaneen )
Saksi Calon Kepala Desa No.Urut Calon Kepala Desa No.Urut
((eoemrmermeneerseeennnnees ) ((eeeereremmeneerrernannnees )
Saksi Calon Kepala Desa No.Urut Calon Kepala Desa No.Urut
(PR ) ((eerememmrrereenms )
Catatan:

> Apabila di desa Cuma 1 (satu) TPS maka Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon
Kepala Desa dan atau Saksi Kepala Desa yang dicantumkan.

> Apabila di desa ada lebih 1 (satu) TPS maka Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS), Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala
Desa.




6. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ..cccoisnssessisesvonies
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat JI. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa
BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
NOMOT .eveveeiiiiiinnnnnnns
Pada hari ini ........ tanggal ........ bulan ..osan, Tahun, s bertempat di .......

berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan,

Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa,

BPD, Panitia Kabupaten, dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820j;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679j;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105;

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).



Kami sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala
Desa .......... Kecamatan .......... Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ........... telah
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
5 |Dst

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S5 |Dst

Saksi Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa No.Urut Calon Kepala Desa No.Urut
((eemmeeemmmrernnnenenas ) ((ceeremmeereneeneenans )
Saksi Calon Kepala Desa No.Urut Calon Kepala Desa No.Urut
((cevemenerermmrrennaneen ) ((ceremmeererieniiernnnnnes )
Saksi Calon Kepala Desa No.Urut Calon Kepala Desa No.Urut
((cereeereeeernerennnnenns ) (ceereerrneereererennrenns )
Saksi Calon Kepala Desa No.Urut Calon Kepala Desa No.Urut
((ceermemeerremnerrreanne ) ((cemererenercenerennineane )
Catatan:

> Apabila di desa Cuma 1 (satu) TPS maka Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon
Kepala Desa dan atau Saksi Kepala Desa yang dicantumkan.

> Apabila di desa ada lebih 1 (satu) TPS maka Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS), Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala

Nacn




s Berita Acara Rapat Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat JI. ...........No. ... Telp...............

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
NOMIOL ,.ueusrvsnvusnnsapasa
Pada hari ini ........ tanggal ........ bulan ......... Tahun ....... bertempat di .......

berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan
dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah
dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan
daftar pemilih tetap untuk TPS;

2. Menghitung jumlah pemilih sesuai daftar pemilih tetap;

3. Menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai;dan

4. Menghitung surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru
dicoblos.

Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud diatas yang
dilaksanakan setelah pemungutan suara dan sebelum pemungutan suara
Pemilihan Kepala Desa ........ Kecamatan .......... Kabupaten Kutai Kartanegara
TABUR  ..covvesmess telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
I KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
o ANGGOTA
5 Dst

KELOMPK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
5 Dst




Saksi Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa No.Urut Calon Kepala Desa No.Urut
(cerrermnrreerrieceeen, ) (ceeemeeeemrrinernns )
Saksi Calon Kepala Desa No.Urut Calon Kepala Desa No.Urut
((ceeerrenerrenerrieaennes ) ((ceemeeremerrnreninaann )
Catatan:

> Apabila di desa Cuma 1 (satu) TPS maka Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon
Kepala Desa dan atau Saksi Kepala Desa yang dicantumkan.

> Apabila di desa ada lebih 1 (satu) TPS maka Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS), Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala
Desa.



LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

No URAIAN Jumlah
1 | pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan | ......... orang
daftar pemilih tetap untuk TPS
2 | pemilih sesuai daftar pemilihtetap @ |.......... orang
3 | surat suara yang tidak terpakai = =0 @ [.......... lembar
4 |surat suara yang dikembalikan pemilih karena |.......... lembar
rusak/keliru dicoblos
Jumlah Total

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
5 Dst

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S5 |Dst

Saksi Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa No.Urut Calon Kepala Desa No.Urut
((ceereneerenneencrnirenens ) ((cevemermnemnnenernnnnneens )
Saksi Calon Kepala Desa No.Urut Calon Kepala Desa No.Urut
((cevereerrenernanrnncnnnne ) ((ceereerecnneenerniraneens )
Catatan:

» Apabila di desa Cuma 1 (satu) TPS maka Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon
Kepala Desa dan atau Saksi Kepala Desa yang dicantumkan.

» Apabila di desa ada lebih 1 (satu) TPS maka Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS), Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala
Desa.




8. Berita Acara Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ..oscssnesresssosssios
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat JI. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa............

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........

Pada hari ind ...o.e. tanggal ........ bulan ......... Tahun ....... Panitia Pemilihan
telah melaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa .........
Kecamatan ........ Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ....... yang dihadiri oleh
saksi-saksi Calon Kepala Desa, Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, BPD,
bertempat di:

Tempat Permngutan Suara [TPS) & suuasssssasasiainsesiads

Desa Y A S

Kecamatan R ANRE A TR R

Kabupaten : Kutai Kartanegara

I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul ....... WITA dengan melakukan kegiatan:

a. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara
berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

b. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.

c. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
pemilih karena rusak.

d. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan

e. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi
surat suara sah dan surat suara tidak sah.

f. Menghitung perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri dengan:

a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi 1.

b. Lembaran Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
Pemilihan Kepala Desa.

c. Catatan kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi Calon Kepala Desa
dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam
pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ......... Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun ......... :

d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (bila ada)*.

e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.

f. Salinan Daftar Pemilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
5 Dst




KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

gl & W N =

Dst

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO NAMA

SAKSI CALON KEPALA
DESA

TANDA TANGAN

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

Al B W DN =

Dst

Catatan:

> Apabila di desa Cuma 1 (satu) TPS maka Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon
Kepala Desa dan atau Saksi Kepala Desa yang dicantumkan.

> Apabila di desa ada lebih 1 (satu) TPS maka Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS), Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala

Desa.




Lampiran Berita Acara Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara.

I. Lembaran Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara.

a. Data Pemilih

No Uraian Jumiah

1. | Jumlah pemilih dalam DPT

Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan
salinan DPT

2
3 | Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih
4

b. Penerima Surat Suara

No Uraian Jumlah

1. [ Jumlah suara yang diterima Panitia Pemilihan ditambah
2,5% cadangan

2 | Jumlah surat suara yang tidak terpakai

3 [ Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena
rusak.

4 | Jumlah surat suara yang terpakai

c. Surat Suara yang terpakai Suara Sah dan Tidak Sah

No Uraian Jumlah

1. | Suara sah seluruh calon kepala desa

2 | Surat suara tidak sah

Jumlah suara sah dan tidak sah

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

2

Dst

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

Z
U'I-P-OJ[\DHO

Dst

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO NAMA SAKSI CALON KEPALA TANDA TANGAN
DESA

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

iR WD

Dst




II. Hasil Penghitungan Suara Untuk Masing-Masing Calon Kepala Desa.
a. Suara Sah

Nomor Urut dan Nama Calon Perolehan Suara Sah
Kepala Desa

Tulis dengan angka dan huruf

Tulis dengan angka dan huruf

Tulis dengan angka dan huruf -

Tulis dengan angka dan huruf

Jumlah Seluruh Suara Sah Untuk
Masing-masing

b. Suara Tidak Sah

Uraian Jumlah Suara Tidak Sah

Suara Tidak Sah Tulis dengan angka dan huruf

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
5 Dst

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

m-hc.oto.-‘%

Dst

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO NAMA SAKSI CALON KEPALA TANDA TANGAN
DESA

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

U PD{WIN|—

Dst




III.Rincian Hasil Perolehan Suara Untuk Masing-Masing Calon Kepala Desa.

a. Suara Sah
NO NAMA nw%n KEPALA zm_”\%w PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA ........... KECAMATAN .......... KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | TOTALJUMLAH
b. Suara Tidak Sah
NO NAMA nw_%n KEPALA zmk_m_ﬂ PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA ........... KECAMATAN .......... KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | TOTALJUMLAH

Catatan:Lampiran Hasil Perolehan Suara dibuat untuk:
1.Lampiran Berita Acara
2.Dipapan Perhitungan Suara




Q. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...coerveevnsossonssocce

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat JI. ...........No. ... Telp...............

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA ..........c..c.e... KBCBAMBDAN oo
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN .............

Padea RERL 01 . conmsnsmieee tanggal ......cceuennennn bulan ................. tahun ....ccceeevvnvnnnns
bertempat di .......cceuenenn. , Kami Panitia Pemilihan telah melaksanakan Pemilihan
Kepala Desa ............. , Kecamatan ............. , Kabupaten Kutai Kartanegara yang
pelaksanaannya dimulai dari Pukul ... Wita sampai dengan Pukul
............. Wita

Dari jumlah ......c.cceeuveanne pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir
dalam pemilihan ini ......... pemilih dan ..o pemilih tidak hadir, karena

----------------------------

Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi,
telah mengadakan penelitian terhadap:

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap - Pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya L et Pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya : ......... Pemilih.
4. Jumlah Kartu Suara - QR Lembar.
5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih J——— Lembar.
6. Jumlah Kartu Suara yang masuk — Lembar.
7. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak Y empasemns Lembar.
8. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos S Lembar.
9. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan sah S Lembar.
10. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah T Lembar.

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan
disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi dan warga masyarakat di tempat
Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara pada TPS

.......... , TPS ........dan TPS ........., masing- masing calon memperoleh :
No| NAMACALON | NOMOR | ot ® A SUBRTEN KUTAI KARTANBOARA | JUMLAT
PADA TIAP TPS SUARA
1 g 3 4 5
TPS TPS TPS TPS dst
1
g
3
dst

TOTAL JUMLAH SUARA

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut ...........

PR | /e telah memperoleh suara terbanyak
yaitu:......... {onamsanmunssensennsnniuns sasiisn dansovunnis ) suara, sehingga telah memenuhi syarat
untuk diajukan kepada Badan Permusyarawatan Desa ....................... Kecamatan

........................... Kabupaten Kutai Kartanegara untuk ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa ................. ; KCCAMArAN ..csisesiisines , Kabupaten Kutai
Kartanegara.




Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
S Dst

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO NAMA SAKSI CALON KEPALA TANDA TANGAN
DESA

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

nl K| W |~

Dst




10. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN .iccscsorssssssscnssess

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat J1. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa............

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI TAHUN ......
NOIIOT wscssnmssenssmssiss
Pada hari ini ........ tanggal ........ bulam ... Tahun ....... bertempat di .......

berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan,

Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa,

BPD, dengan berpedoman pada:

i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 57 17};

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105;

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).

Menetapakan Calon Kepala Desa Terpilih Desa ............. Kecamatan s
berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa ............ Kecamatan .....vseees pada tanggal
............. sebagai berikut :



Nama D ereeerereeeereteeereteaebearsaas

Tempat/Tanggal Lahir :© .....cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiicnanee.

Pendidikan D eteeereceesseesnsensettatianaaaesaes

Pekerjaan D ereereereereereeeneesesiisasstanianns

Alamat L rerereereeeeeerneencrietstntiaanaaaas

Sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa ................. Kecamatan ..........cceeeenees
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 SEKRETARIS
3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
5 Dst




11. Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala
Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN .....ccocviveeeccnncenes
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sckretariat J1. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa............

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal .... Peraturan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian
Kepala Desa, maka hasil Pemilihan Kepala Desa pada
pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan
Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S717);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor );

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).

Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada
Pemilihan Kepala Desa ........ Kecamatan ......... Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun ...... Nomor ..................

MEMUTUSKAN:

Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa dengan perolehan
suara terbanyak sebagaimana tercantum dibawah Keputusan

ini sebagai berikut:

Nama I recerecreceseerasetiitnttninsttaiansanns
Tempat/Tanggal Lahir : .......cccoooiiiiiiiininninnnnnnnn.
Pendidikan © reeeeeeeeseesseereerennesensracenstaees
Pekerjaan L ereeeesreserestentenienseeteiieriesnses
Alamat N

Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan
Desa untuk digunakan sebagai dasar membuat Keputusan
tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih;



KETIGA

Keputusan Panitia Pemilihan ini berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di......(namadesa)
pada tanggal 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)
Tembusan Kepada Yth
1. Kepala DPMD Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Camat......... di.........
3. Panitia Pemilihan Kabupaten di Tenggarong.
4. Kepala Desa. ........ /Pj.Kepala Desa ......... di......
5. Ketua BPD .....di ......



12.  Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ..covecncsvesassances
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....cccovecnrenncrecseecoens

#
3
g,
v

g

.. +No. ... Telp.., ., Kode Pos .. . Desa....
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....... (nama desa)
NOMOR ............ /20.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..............
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Desa
........ Kecamatan ......... Kabupaten Kutai Kartanegara
NOMIGE .oamms tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala
Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
O Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor
105);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dengan nama
sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini sebagai
berikut:

Nama D ittteeereseecsnceentennsenestorasenneans
Tempat/Tanggal Lahir : ......cccoovimiiniiiiiiinnnnne.
Pendidikan D eeereteteceseesesacesaresnesaenensnsnnns
Pekerjaan L reeeereeneensenseaseraereeransenisanees
Alamat D eteeretesceseesencesesesasnarasnanaens

Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk digunakan
sebagai dasar membuat Keputusan tentang Penetapan
Kepala Desa terpilih;

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....c...cc.ccuuveee. (nama desa)
pada tanggal ........coccoeiiiniiniinnnn. 20.......

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..............
KECAMATAN ....covovvnnieninnennens
KETUA
tanda tangan dan stempel

(NAMA TERANG)
Tanpa gelar

TembusanKepadaYth
1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

2. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3.Camat ......... di.........

4. Panitia Pemilihan Kabupaten di Tenggarong.
8 Kenala Nesa /Pi Kenala Nesa dAi




13. Penyampaian Berkas Berita Acara Pemungutan Suara oleh KPPS di TPS
Nomor .....

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ......... KECAMATAN ....cccovceuneee

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat Jl. ........... NoLca: Telbivsmsevmins , Kode Pos .......... Desa e isivas

Kepada
KETUA PANITIA PEMILIHAN
Perihal : Penyampaian Berkas Berita di -
Acara Pemungutan Buaradi =0 e

TPS Nomor .........

Bersama ini kami sampaikan dokumen dalam pelaksanaan
pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor .........
Desa ........... Kecamatan .......c..c...ceouee Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara
di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor ......... terdiri dari:

A.Berkas dokumen

1 | Berita Acara Pemungutan di TPS.

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan
Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

3 | Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

4 |Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan Suara
kepada Saksi dan Panitia Pengawas

S | Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.

6 | Daftar Hadir Pemilih di TPS

7 | Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Daftar Pemilih Tambahan bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS

a menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

9 | Dst

A.Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat
suara rusak/keliru coblos.

B.Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara
sebagaimana dimaksud pada huruf B,serta alat kelengkapan TPS dan
kelengkapan administrasi dimasukkan kedalam kotak suara dalam
keadaan tersegel untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan Desa
sebagai bahan untuk dilakukann penghitungan suara masing-masing
Calon Kepala Desa.

YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMA
KELOMPOK PENYELENGGARA PANITIA PEMILIHAN
PEMUNGUTAN SUARA = rrrerreirecennnecnonnnees
KETUA



14. Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA ......... KECAMATAN ..ccceereecnnee
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl. ........... No. ... Telp.c.evurenrnern ,Kode Pos .......... Desa............

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor : ............... | — )
Alamat } AR

Desa .
Kecamatan S
Kabupaten :  Kutai Kartanegara
Provinsi :  Kalimantan Timur

NO. NAMA SAKSI CALON/PANWAS TANDA TANGAN

L Cm) 2] o bl

DST

................ ERRSTERPRTRIRUINRY .. § -
Yang Menyerahkan
Ketua KPPS,

.....................




15. Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Nomor .... Dalam Pemilihan Kepala
Kecamatan ...... Tahun......:

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .............. -

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Seloretariat IL. .ooovisens NO: s DBIDonveisnsomsin s ROde POS «isvusniss B/

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
Nomor .....cccovevennennnn.
Pada Hari ini .......c......... Tanggal ............... BT wevwmmremsnes Tahun 20...... ,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ...... Kecamatan ..... yang dihadiri oleh

Saksi dan Panitia Pengawas Pemilihan Desa bertempat di :
Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor : ............... - )

Alamat SRR ——
Desa - ———
Kecamatan S TR
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Provinsi : Kalimantan Timur
Persiapan dan Pemungutan Suara di TPS Nomor...... dalam Acara Pemungutan

Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai Pukul 07.00 Wita dan berakhir pada
Pukul 13.00 Wita, yaitu :
1. Mengumumkan DPT dan memberikan salinannya kepada saksi dan Panitia
Pengawas yang hadir.

2. Pengucapan Sumpah/Janji anggota KPPS yang dipandu oleh Ketua KPPS.

3. Membuka Kotak Suara dan mengeluarkan seluruh isi Kotak Suara.
Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan
pemungutan dan penghitungan suara.

5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh
pemilih.
6. Memberikan Penjelasan kepada Pemilih mengenai Proses dan Tata Cara

Pemberian Suara di TPS.

P

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

P |WIN (=

Dst

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO NAMA SAKSI CALON KEPALA TANDA TANGAN
DESA

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

U P WA=

Dst




16. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan
Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa ......... Kecamatan ....... Tahun

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ..ccocoscssssssscsnssnses
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat JI. ........... NG Felpi ooz , Kode Pos .......... Desa............

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA ......... KECAMATAN ....... TAHUN 20.....
Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor : ............... brinsas )
Alamat - J—
Desa - S
Kecamatan T sEesereReEEG
Kabupaten :  Kutai Kartanegara
Provinsi :  Kalimantan Timur

Kejadian Khusus dan/atau Peryataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut *) :

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

..........................................................

Saksi yang mengajukan Panitia Pemilihan Desa

Keberatan Ketua,

---------------------------------------------

*)Coret yang tidak perlu

Keterangan :

1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemiliha;

2. Apabila terdapat keberatan saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh saksi dan
Ketua Panitia Pemilihan Desa pada hari Pemungutan Suara.



17. Daftar Hadir Pemilih di TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........

KECAMATAN esecesoscscsssnee ssssesee
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl. ........... No. ... Telp............... , Kode Pos .......... Desa............
DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ......
Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor : ............... (coemennanen )
Alamat S R
Desa b TN
Kecamatan b emmmrnessnasme
Kabupaten :  Kutai Kartanegara
Provinsi :  Kalimantan Timur
JENIS
NO. | NOMORDpr | KELAMIN NAMA KETERANGAN
(LK/PR)
1
2
3.
4.
B
6.
DST
................ y rerererererernannnannennes 20000,
Panitia Pemilihan Desa

Ketua,

.....................

*) Coret yang tidak perlu

**) Kolom Keterangan diisi antara lain dengan :
L. Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat.
2. Pemilih yang Pindah.




18. Berita Acara Penghentian dan Pembatalan Proses Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...cccvvvinsressrncsanes

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl. ........... No. ... Telp............... , Kode Pos

BERITA ACARA PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN PROSES
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN

......

Pada hari ini ........ tanggal ........ bulan ......... Tahun ....... bertempat di ..uen
berdasarkan surat pengunduran diri/ surat keterangan kematian Calon Kepala
Desa ..... Kecamatan ...... Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ..... atas nama ........
dengan nomor urut ....... J— ) maka Panitia Pemilihan, dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018
Nomor 105;

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10 ).

Menghentikan dan membatalkan proses pemilihan Kepala Desa ...... Kecamatan .....
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun .....



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

P |WIN|-=

NO NAMA Saksi Calon Kepala Desa TANDA TANGAN

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

Nama Calon Kepala Desa

ugif B W N =




E. Format Berita Acara

1. Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ..ccieececcnnennnees
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat Il ....coonn NOwr: TOIP i s 00y INOOBIPOS oo 550 IIBS B v v s
Model A.1
BERITA ACARA JALANNYA PEMILIHAN
KEPALL DESA ...oonvmamsanvan KECAMATAN...cciiiiiiieiiiiieeienn,
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ccovevvises
Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing — masing :
1. Nama I ———
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ...............
Kecamatan ..ssvss Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Nama s s mmon senre s dim AR AR
Jabatan : Calon Kepala Desat covisssvanunse Kecamatan ............
Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Nama T
Jabatan : Calon Kepala Desa ............... Kecamatan ceoeeesss
Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Nama U R
Jabatan : Calon Kepala Desa ............... Kecamatan ............
Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Nama 2 e maemn AR AR AT UBRA
Jabatan » Calon Kepala Desa, «ccomssasonns Kecamatan ............
Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Nama e ARSI SRS RS
Jabatan : Calon Kepala DESR .vuwvrsvsrsva Kecamatan ............
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menyatakan dengan sesungguh - sungguhnya bahwa :
1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa ................ Kecamatan
.................. Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlangsung pada Hari

............ Tanggal ............... Bulan ................ Tahun Dua Ribu ................
Telah berlangsung secara aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal —
hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan
yang berlaku.

2. Kami Bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

3. Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa ini kami tanda tangani setelah
mendengar jawaban para pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa yang telah dinyatakan sah dan telah berjalan secara
langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di D erreeereereeenenenens
Pada Tanggal : ........c.ccceuen.eee 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

1. Calon Kepala Desa 2. Calon Kepala Desa 3. Calon Kepala Desa

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------



2.

Berita Acara Kesepakatan Bersama.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...cnessosssnses
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat JI. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa............
Model A.2
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA ......ccccaaisesies KECAMATAN ..o vmmmsimmsmsvims
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN .............
Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing — masing :
1. Nama TR S —
Jabatan . Calon Kepala Desa ..cseseiss Kecamatan ............
Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Nama T AP
Jabatan : Calon Kepala Desa ............... Kecamatan ...cc.sess
Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Nama S S ———
Jabatan « Calon Xepala Desa uussssesessss KEcamatail .overvamns
Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Nama 8 et R S R S SRS
Jabatan : Calon Kepala DESA .csswessdinns Kecamatan ............
Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Nama e RS RSO SRR
Jabatan : Calon Eeépala Desa ..c.wrvessiue Kecamatan ............

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan ini menyatakan Kesepakatan bersama selama maupun maupun pasca

Pemilihan Kepala Desa ..iccccsvmesssasses Kecamatan ................ Yang isinya adalah

sebagai berikut :

1. Kami Para Calon Kepala Desa beserta para pendukung kami masing — masing
akan senantiasa menjaga kemanan dan ketertiban pada saat Pemilihan
maupun seteleh dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa.

2. Kami akan menerima Hasil apapun dari Pemilihan Kepala Desa pada hari ini
........... Tanggal ............ Bulan .............. Tahun 20...., dengan Jumlah Pemilih
yang hadir sebanyak .................. orang serta turut mendukung Calon Kepala
Desa yang terpilih dalam Pemilihan ini.

3. Kami ikut serta bertanggung jawab dalam memelihara ketertiban dan

ketentraman Desa setelah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa.



Demikian Berita Acara ini kami buat dengan kesungguhan dan tanpa ada paksaan
atau tekanan dari Pihak manapun.

Dibuat di D reeeererecnerreareranens
Pada Tanggal : ........cccccenenenee 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

------------------------------

1. Calon Kepala Desa 2. Calon Kepala Desa 3. Calon Kepala Desa

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------



3. Berita Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
KECAMATAN ...cocceecveccvncene
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sektetarial J oo o0 NO: 2o TR wrsssmvnsnmay INOOSIPOS S oy vy IICER s ssnnpns
Model A.3
BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA .....ccccainianne. KECAMABIRN. .....coooccoomeammnmmuns
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TABUN ,ovossvonoses
Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing — masing :
1. Nama T VN
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ...............
Kecamnatan. .......cseve Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Nama E RS R ST R
Jabatan : Calon Kepala Desa ............... Kecamatan ............
Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Nama s —— A
Jabatan : Calon Kepala Desa ....cccoivvenss Kecamatan ........eee.
Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Nama Y R R T SN
Jabatan : Calon Kepala Desa ............... Kecamnatan ..c.c.saes
Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Nama R TS AS
Jabatan : Calon Kepala Desa ............... Kecamatan ,....csases
Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Nama R A R MR S
Jabatan : Calon Kepala Desa ............... Kecamatan ........e..

Kabupaten Kutai Kartanegara.
Berdasarkan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada hari ini ...........
Tanggal ............ Bulan .............. Tahun 20...., dengan Jumlah Pemilih yang hadir
SEbaUYal e , dengan Penghitungan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala

DeS8a «.covssusns Kecamatan .............. Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah :
a. Calon Kepala Desa atas Nama sdr/i ............. Memperoleh ......ccsce00 Suara.
b. Calon Kepala Desa atas Nama sdr/i ............. Memperoleh ............... Suara.
c. Calon Kepala Desa atas Nama sdr/i ............. Memperoleh ... Suara.
d. Calon Kepala Desa atas Nama sdr/i ............. Memperoleh ............... Suara.
e. Calon Kepala Desa atas Nama sdr/i ............. Memperoleh ... .ossse Suara.

2. Jumlah Pemilih S} - Orang

3. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilih  : ... Suara

4. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan batal ] ey s e Suara

5. Dalam Pelaksanaan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dimaksud tidak

terdapat hal — hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang — undangan
yang berlaku.



6. Dalam Penghitungan Hasil mPemungutan Suara dimaksud disaksikan juga oleh

Para Pemilih.
7. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan kesungguhan dan tanpa ada paksaan
atau tekanan dari Pihak manapun.

Dibuat di D eerreeeerereacseaeaeaes
Pada Tanggal : ............c........ 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

------------------------------

1. Calon Kepala Desa 2. Calon Kepala Desa 3. Calon Kepala Desa

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------



4. Berita Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa per TPS.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........
L4 0795 Y . 1, [ ————
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat JI. ...........No. ... Telp................,Kode Pos .......... Desa............
Model A.4
BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PER TPS PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA .....ccociiiiianees KBECAMATAN. ocvssnsssunssnassssses
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN .............
Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing — masing :
1. Nama T ——
Jabatan : Ketua KPPS Desa ............... KeCAMBATAN ivsvinsias
Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Nama e mam e S R AR
Jabatan : Calon Kepala Desat .ouvvevenssss Kecamatan ............
Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Nama T —
Jabatan : Calon Kepala Desa ............... Kecamatan ......eees
Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Nama S
Jabatan + Calon Kepala Desa .....c.cconesss Kecamatan ............
Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Nama PP TRRURRRSY. § =, P
Jabatan = Calon Kepala. DeSa ivuviesssnnes Kecamatan ............
Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Nama S s eSS SEAAR RS R
Jabatan « Calon. Kepala Desa. ..vuvcsmasuesns Kecamatan ............
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Berdasarkan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada hari ini ...........
Tangeal e 1211 F=3 c R — Tahun 20...., dengan Jumlah Pemilih yang hadir
sebanyak .........coceeuens , dengan Penghitungan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala

DEsa .o Kecamalan .....usuee Kabupaten Kutai Kartanegara di TPS Nomor
...... , adalah :
a. Calon Kepala Desa atas Nama sdr/i ............. Memperoleh ............... Suara.
b. Calon Kepala Desa atas Nama sdr/i ............. Memperoleh ............... Suara.
c. Calon Kepala Desa atas Nama sdr/i............. Memperoleh. ...cocmvesares Suara.
d. Calon Kepala Desa atas Nama sdr/i ............. Memperoleh ............... Suara.
e. Calon Kepala Desa atas Nama sdr/i ............. Memperoleh .. .covmeusvns Suara.
2. Jumlah Pemilih f mssnmssiomms Orang
3. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilih  : .................... Suara

4. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan batal S Suara



5. Dalam Pelaksanaan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dimaksud tidak
terdapat hal — hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang — undangan

yang berlaku.
6. Dalam Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dimaksud disaksikan juga oleh

Para Pemilih.
7. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam

hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan kesungguhan dan tanpa ada paksaan
atau tekanan dari Pihak manapun.

Dibuat di D ereerereeeeneresaraaas
Pada Tanggal : .........c.cceeueeee. 20.....

------------------------------

1. Calon Kepala Desa 2. Calon Kepala Desa 3. Calon Kepala Desa

------------------------------------------------------------------------------------------

............................................................



8. Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara.

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...........

Sekretariat JI. ...........No. ... Telp...............,Kode Pos .......... Desa
Model B.1
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ....ccccccnsassncsanse KECAMATAN ...oiiiiiiiiiiiiaannanes
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2019
No.Urut | Nama Calon Hasil Penghitungan Surat Suara Jml per | Jml | Rangking
Kepala Desa Kotak | Total
1
2
3
4
5

Surat Suara Batal/tidak sah l

Surat Suara yang tidak terpakai

Surat Suara

Surat Suara yang Sah/terpakai

Surat Suara

Total Surat Suara Batal, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara yang sah/terpakai

Surat Suara

........... AN SRR prs. || S

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ketua,

........................




1. Saksi Calon Kepala Desa 2. Saksi Calon Kepala Desa 3. Saksi Calon Kepala Desa

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara




